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ABETRAK

Nama : Danay Prameswari

Program Studi: Hmu Hukom

Sudul : Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Transakst Derivatif
Antara Bank dan Nasabah

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum dalam pelaksanaan
transaksi derivatif yang diberikan karena terdapat ketidakseimbangan kedudukan
amtara bank dan nasabah, Untuk menphindari adanva kerugian pada nasabah
sebapgai akibat menggunakan produk derivatif yang ditawarkan oleh bank
didasari olch ases perlindungan konsumen dan adanys hubungan kepercayaan
yang ferjalin antara keduanya, maka bank wajib melindungl nasabzh dengan cara
keterhukaan informasi. Sebagal regulator, hukum  mengakomodic asas
perlindungan terhadap nasabah dalam suatu regulasi, yaitu PBI No 7/6/PBI/2005
tentang Transparans{ Informasi Produk Baok dap Pengpunaan Data Pribadi
Nasabah. Akan tetapi, kurangnya kepatuhan bank serta lemahnya pengawasan
Bank Indonesia mengakibatkan ketentuan-ketentuan dalam regulasi tersebut
belumn secara utuh dapat melindungi kepentingan nasabah.

Kata Kunci : Transaksi Dedlvatif, Perlindungan Hukum, Keterbukaan Informasi

ABSTRACT

This research is discussing about law profection in the implementation of
derivative transaction which being given conceming the unbalance bargaining
position between bank and customer. To avodd any bigger loss for customer as the
consequences i consuming derivative product, based on consumer protection
principles and the existence of fiduciary relationship which arise between both
parties, hence bank has o protect its customer by giving information disclosure.
As a regulator, law is accommodating pringiples of customer profection in a form
of regulation, that is to say, PBI No.7/6/PBL2007 about Information Transparency
of Bank Product and the Using of Customer’s Private Data. However, the lack of
bank to comply the regulation and weakness of Bank Indonesia in supervising
miake stipulations in the regulation have not vet given full protection to customer's
mterest.

Keywords : Derivative Transaction, Law Profection, Information Disclosure
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BABI
PERDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekspansi perbankan internasional yang disertai dengan adanya (iberalisasi
arus modal internasional, revolusi teknologi komunikasi, dan inovasi keuangan
teleh mengakibatkan kemajuan pesat dalam usaha perbankan dewasa ini, terutama
dalam cakupan produk-produk perbankan. Perkembangan terjadi, baik dalam
produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, maupun produk-produk
Jjasa keunngan lainnya. Salsh satu produk inovasi yang diperkenalkan dalam bisnis
perbankan adalah produk derivatif.

Produk derivatif meropakan produk turunan {derivation) dari instrumen
konvensional. Derivatif merupakan nilai vang diturunkan dari aset-aset yang
dijadikan dasar (underlying asset) seperti valuta asing, suku bunpa, saham, dan
komoditi. Untuk bank, underlying asset dari transaksi derivatif terbatas pada nilai
tukar, suku bunga, atau gabungan dari nilai tukar dan suku bunga saja.

Produk derfvatil merupakan merupakan instumen yang aman yang
memungkinkan peningkatan ofisiensi dan penurunan biaya terhadap manajiomen
risiko dalam bisnis apsbile digunskan dengan semestinys, Sebagaimana
dikatakan:'

“Derivatives con play an oactive role in management of finencial risk,
When used prudemly, derivatives can offer aggencies efficient ard
effective methods for reducing certain financial risks and achieving cash
flow and budget certainiy.”

“perivative Transaction Poliey Ouidelines™, <htip:fiws

iedgeldocs/derivativearans/derivative-rams ndfo>
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el

Kemampuan dari transsksi derivatif untuk meningkatkan efisiensi ekonomi

dengan cara mengalibkan risike kepada pihak-pihak vang lebih mampu untnk

menangani risiko, telah memungkinkan dilakukannya berbagai investast baru.

Adapun yang merupakan fungsi dari derivatif diantaranya adalah sebagai

berikut:®

1.

Medel investasi
Transaksi derivatif berfungsi scbagai salah satu model investasi jangka

pendek.

. Lindung nilai

Transaksi derivatif berfungs! sebagal salah satu cara untuk meminimalkankan
risiko {risk management} dengan jalan lindung nilai (hedging).

Spekulatif

Perdagangan derivatif dapat dan sering digunakan sebagai salah satu cara
berspekulasi.

. Efisisnsi Fungsi Manajernen Produksi

Transaksi derivatif, khususnya atas barang komoditi dapat membuat fungsi
manajemen produksi  berjalan sccara efisien. Dengan adanya transaksi
berjangka atas barang-barang komediti, produsen akan mendapdt gambaran
permintaan pasar i masz yang akan datang terbadap produk vang
dibasilkannya, sehimgga kapasitas produksi dan penvimpanan barang dapat
disesuaikan dengan permintaan tersebut,

Dari waktu ke wakty, kecenderungan penggunaan transaksi derivatif selalu

menunjukkan peningkatan vang cukup tinggl. Perkembangan transaksi derivatif

tidak dapat dipisahkan dari kemampuannya untuk mendorong perkembangan

*Munir Foady, Hubum Perbanken Modern Buku Kedua, {Bandung: Citre Aditys Bakti, 2001},

hlm. 4,
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L

perekonomisn secara menyeluruh, Instrumen int memipakan suatu keharusan bagi
pengeiolaan keuangan perusahasn, Transaksi derivatif mengurangt risiko valuta
asing dalam perdagangan intemasional serta mengurangi risiko fluktuasi tingkat
bunga untuk memberikan tingkat kepastian keunangan bagi semua orang. Selain
sebagat alst manajemen risiko, transaksi derivatif juga merupakan bagian dari
pendapatan yang cukup besar.® Untuk bank, hal ini dapat terlihat dari peningkatan
Jee-based income.

Transakst derivatif yang dilakukan antara pihak perbankan dan nasabah
dikenal sebagal transakst decivatif Over The Caunfer (OTC). Transaksi derivatif
QOver The Counter (OTC) adalah kontrak yang dinegosiasikan secara privat di
antara doa pihak atau lebih yang dibuat sesuai dengan persyaratan vang ditetapkan
oleh para pihak, yang nilainya bergantung pada nilai dari aset-aset yang
mendasarinya®

Produk derivatif vang diperdagangkan melalui OTC selain dapat disesunikan
dengan kebutuhan spesifik para pibak (affor made), juga memungkinkan
fieksibilitas misalnya dalam hal jai‘uh tempo  atau ﬂmga referensi. Seperti
dikatakan dalam literatur-literatur mengenai transaksi derivatif OTC, yaitu bahwa:

“In the OTC market, the parties (o the derivatives contract include the
derfvatives dealer and the derteatives end-user. The OTC muarvket allows
end-users the hocury of obiaining derivative products cusiom iatlored 1o
their needs; neorly any aspect of the ogreement can be megotigied,
including terms such as timing of payments end interest rates””

Selanjutnya, mengenai alasan melekukan transaksi dedvatif OTC, dikatakan

demikians®

YGang D. Gunaven, Transaksi Derivarif, Hedging dan Pasar Modal, (Yaksrta: Grasindo,

26&32, #lm, 25,
fun Cullen, “The Development of Regulation of OTC Dedvatives Business” dalam

Derivptive Instrument Lasv, edited by Edward S, Swan, (Greal Britain: Covendish Poblishing
fimited, 19855, p. L

*thid.

*sele R Granchalek, *“Derivatives in & Paper Free Environment™, idoho Law Review,
{Westhaw, Clie s 31 tdaho L. Rev. 849}, 1998,
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QI Derivatives are wsed jor three purposes. They are wsed o hedge
positions, 1o obtain more desivable financing terms and io speculate in
the market. The porties o o typical derivative transaction ore vither end
users or dealers. Both types of poriies can use derivaiive transactions
Jor any of the three basic purposes. A party to a derivative transaction
Jor hedging purposes wishes to protect itself from some niarker risk. A
party lo a derivative transaction who speculates, on the other hand, is
betiing that the underlying market will move in such a way that the
derivative to which such speculator is a party will produce a profis for
ihe speculator. The ihird use of derivatives is best explained with the
example of an inferest raie swap. In such a ransaction a parly borrows
monzy on a floating rate basis but Is interested in fixing its interest cost
over g period of that loan. To accomplish that, the borrower will enter
into an inierest rate swap with counterparty. In the swap transaciion, the
borrower will seil the floating rage to the other party and receive in turn
a fixed rate. As a resuli of the swap, the borrower will obtain more
desirable financing 1erms by fixing the rate of interest for which it will
be liable over the life of the loan.

Pertumbuhan bisnis derivatif OTC di duniz sangat pesat Di Indonesia
sendiri, tramsaksi derivatif OTC telah berkembang seiak sebelum masa krisis
periengahan tahun 1997, dan masih akap berkembang  seialan  dengan
meningkathya kegiatan usaha yang mengandung ristko valuta asing dan risiko
tingkat bunga. Perfumbuhan ini telah menyebabkan perusahaan keuangan dan
assel managemen! berubah secara fundamental dengan memberikan instrumen
vang fleksibel dan inovatif bagi pengelolaan dan alokasi risiko secara efisien.

Akan tetapl, sejnlan dengan semakin meningkatnya penggunaan produk
derivatif OTC, tampaknya telah terjadi pula berbagal kasus kerugian veng pada
akhimys menimbulkan pertanysan tentang seberapa besar manfaat dan kerugian
dalam melakukan transaksi derivatif. Hal ini terutama dikarenakan produk
derivatif OTC tidak memiliki standar yang jelas dan hanya didasarkan pada
kesepakatan antara bank dan nasabshaya,”

Pada dasarmya, sebuah kesepakatan tidak akan menjadi masalah manakala
para pihak memiliki posisi tawar {hargaining power) yang seimbang. Scbaliknya,

FAS, "Bank Kembali Ke Dasar”, Kompus, (24 Janusri 2009) - 19,
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akan menghadapi kemungkinan kerugian manakala salah satu pihak berada dalam
posisi tawar yang rendah, yang mana dalam hal transaksi derivatif antara bank dan
nasabal wi, biasanya nesabahlah yang berada pada posisi lemah terscbut. Salah
satu faktor yang menempatkan nasabsh pada posisi lemah adalah terbatasnya
pengetahuan nasabah akan kegiatan fransaksi derivatif® Kondisi ini diperparah
dengan ketidekinformatifan pihak bank mengenai sifat dari produk derivatif vang
ditawarkan, misalnyas mengenai risiko yang melekat pada produk derivatif
tersebut. Padabal, pemilihan produk bank oleh nasabah seringkali lebih didasarkan
pada aspek informesi mengenal manfast yang akan diperoleh dari produk bank
tersebut, skibatnya tidak jarang timbul perselisihan antara bank dengan nasabah
yang discbabkan karens adanya kesenjangan informasi mengenal kamkteristik
praduk bank yang ditawarkan bank kepada nasabah.

Contoh kasus yang terjadi saat ini sebagei akibat kurang transparannya
informasi yang diberikan oleh bank kepads nasabah adalah kasus antara Bank
Danamon versus PT Esa Kertas Nusantars Thk, (BKN), kasus amtara Tio Wen
Koei versus Citibank, serta kasus Delims Hasri Azahari versus Citibank,

Dalam kasus antara Bank Damsmon dan BEKN, EKN selaku nasabah
menggugat Bank Danamon karena kerugian skibat transaksi derivatif yang
dilakukan oleh kedua belah pihak. Mesurut EKN, produk derivatif yang
ditawarkan oleh Bank Danamon tidak sesual dengan kebutuhan EKN. Selain i,
tsiko atas produk derivatif yang ditawarkan hanya dijelaskan oleh Bank
Danamon secara sederhana, arfinyz tidak dilengkapi dengan penielssan mengenai
probabilitas keuntungan dan kerugian secara memadal. EKN selaku nasabah
dengan tingkat pengetahuan tentang produk keuangan yang terbatas terjebak
membeli produk derivatif Bank Danamon yang bersifat spekulatif, padabal EKN
membutuhkan produk derivatif uotuk tujuan lindung ailal (hedging). Akibamys,

*Dian Bdiana Rae, Fransaksi Derivatif don Musalah Reqdasi Ekoromi &i Indonesia, {lakarta:
Elen Medis Komputido, 2008), him. 10-11,
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EKN mengslami kesulitan untuk memenuhi kewajiban karena kerugian derivatif
yang harus ditanggungnya.’

Transaksi derivatif merupakan transaksi bisnis dengan risiko yang sangat
tinggi {figh risk business). Meskipun transaksi ini dapat menghasitkan
keuntungan serta dapat digunakan sebagai alat menajemen risiko, tetap saja dapat
membawa risiko yang sangat tingpi kepeda nasabsh, khususnys jika transaksi
tersebut tidak dilakukan secara hati-hati dan tappa disertai dengan keterbukaan
atas informasi secara utuh dan adil,

Untuk dapat melihat bagannana sebenamyz menfaat dan kerugian dari
transaksi derivatif, para pilisk harus memahami dengan jelas berbagai jenis risiko
dalam transaksi derivatif itu sendiri. *® Risiko-ristko yang erkandung dalam
transaksi derivatif inf perlu dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip
kehati-hatian bank sehingga perbankan dalam negeri dapat mengambil manfaat
dari transakst derivatif. Prinsip tersehut juga bertujuan untuk memberikan rambu-
rambu bagi penyelenggaraan kegiatan useha bank guna mewuiudkan sistem
perbankan yang schat, '' mengingat bahwa bank merupakan usahs vang
kegiatarmys berfumpu pada kepercaysan masyarakat dan kredibilitas suatu bank
adalah distas segalanva.

Penting bagi para pihak, khususnya nasabah untuk memiliki bekal
pengetahuan yvang cukup sebelum melakukan kegiatan ini, dan pengetahuan yang
cukup hanya bisa didapatkan oleh nasabah jika terdapat keterbukaan informasi
dari pihak bank. Alasan tersebut yang askhimys membawa penulis untuk

mengadakan penelinan dengan judul “Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan

M.Munir Haikal dan Suwantin Ocmar, “Danamon Buka Opsi Mediasi, Transaksi Derivatif
Rugikan PT Ese Kertas Nusantara”, <bige/fweh bianis.comfcetak phofeide{ Zid=108524%urk=

%3AY 2Fweh bisnis. e, 17 Maret 2009,

Nunie Puady, op. ciz, him. 4345,

¥ Niroansyal, Chisf Dealer Dealing Roo, Urusan Devisa, Bank Indomesia, “Transeksi
Dertvatlf dan Printip Kehari-hatian Bonk™ (Msksleh disamepaikan pods Temu Wicars Bank
Hidonesia dun Mahkamah Agung RI, Jakerta 30 Jull 1999}, him. &
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Transaksi Derivatif antara Bank dan Nasabah™ ini. Penulis turni berharap dengan

adanya pemehaman yang jelas terhadap transaksi derivatif maka pelaksanaan

transakst derivatif akan menjadi lebih pasti.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah, maka yang ingin dicumuskan oleh

peneliti sebagal masalah yang akan ditelitt adalah sebagai berikot

i.

Mengapa periindungan hukum perlu diberikan kepada nasabsh dalam
transaksi derivatif?

Seperti apakah bentuk perlindungan hukum vang dapat diberikan kepada
nasabah dalam transaksi derivatif?

. Apakah ketentuan dalam PBI No 7/6/PBU20065 fentang Transparansi

Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi MNasabah dapat

melindungi nasabah?

Trjuan Penelitian

Adapus fujuan dari penelitian i adaleh sebagai berikut:
Untuk mengstahut alasan yang mendasari diberikannya perlindungan hukum
kepada nasabah dalam transaksi derivatif,

Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada

naszbzhl dalam transsksi derivaiif

Untuk mengetahui hingga sejzsuh mana ketenfuan-keientuan yang terdapat
dalam PBI No. No.HG/PBUZ00S tentang Transparans: Informesi Produk

Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dapat mefindungi nasabah,

Universitas indonesia
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D. Kegunaan Penelitian

Penclitian inl berguna, baik sccara teoritis maupun prakiis, Secara teoritis,
penciitian Ini berguna sebagat upays pengembangan wawasan bidang ilmu hukum
yang diteliti. Sedangkan sccara praktis, penelitian ini berguna sebagai referensi
guna penegakan hukum di bidang hukum perbankan, khususnya bidang kegiatan
transaksi derivatif.

E. Mectodologi Penclitian

1. Jenis Penelitian
Penelifian ini fermasuk penelitian normatif, dengan pendekatan
perundang-undangan {safule approeck), yang dilskukas dengan
menelaah undang-undang dan regulasi yveng bersangkut pawt dengan

masalah yang menjadi obyek penelitian,'?

2. Peraolehan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka X
data yang diperlukan hanys data sekunder. Data sekunder yang
diperiukan berupz bahan hukum primer yang bersumber dari somber
primer, yaitu peratuean perundang-undangan yang relevan denpan —_—
rumusan masalah, sertz bahan hukum sekunder vang bersamber dani
sumber sekunder, yaitu bukw-buku literatur iimu hukom dan tolisan.

tulisan hukum lais yang relevan dengan rumusan masalah.

ni. Syamsudin, Operasionalisasi Penelition Hubws, (Jokarta: RojaGrafindo Persada, 2067),
him, 59,
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F. Kerangka Teori dan Konseptoal

1.

Kerangka Teori

Pembentukan hukum perbankan merupakan bentuk upayas agar
perbankan nasional momilikl landasan gerak yang kokoh yang
membawa ke arsh sikap yang lebih tanggap terhadap perkembangan
pembangunsn nasional.”® Ini dikarenakan, sebagai bagian dari hukum
ekonomi'®, hukum perbankan bertujuan vntuk menunjang tidak hanyz
pembangunan ekonomi nasional jangka panjang secara makro, tetapi
juga memelihara keseimbangan yang adil antara berbagal pelaku
ckonomi Indonesia, serta memberikan berbagai perlindungan kepada
pihak-pihak yang dari waktu ke waktu membutuhkannya.’®

Sifat usaha perbankan yang khusus dan realitas pasar global
menurgukkan perlunya hukum yang sesuai dengan sifat usahs itu
sendiri. Peraturan di bidang perbankan harus dapat menjawsb berbagai
persoalen hulamm, fermasuk masalah hukum transaksi derivatif yang
terjadi di dalam masyarskat, yaifu balvwa saat ini fidak jarang timbu)
persalisthan antara bank dengan nasabah terkait kerugian nasabah akibat
penggunsan produk derivatif yang ditawarkan oleh bank. Hal ini pada
satu sisi terjedi karena pada umumnya informasi menpgenai produk
derivatif yang disediakan bank belum menjelaskan secara berimbang

manfaat, risiko mavpun blaya-biaya yang melekat pada suatu produk

YHR. Daeng Naia, Hokum Kredit dan Bank Garanst, (Bandong;: Citra Aditya Bakii, 2005),

him. 6.

¥ Hokums Pkonomi yaitu perasturan dan percata hukum yang berist kebijsksansan nnfuk
mengarahkon kehidupan ckononsi ke argh pomersisae dan keadilan. Yang dimaksud denpan
Hukum Ekonomi slan Fconomic Law bukanish sekedar poraturan-peraturan Hukum Administras!
Negars yang mengatyr bideng perckonomien sgis, telapi reencakep kesclurohon persiumn,
lemingn, proses, dan mekaniyme hukum, baik di bidasyp Huksn Administrasi Megars, Hobem
Tata Nepare, Hukum Pordala, Hukum Perdagangan, Hokum Acars, Hukum Perbenkan, Hokust
Asurensi, Hukum Perdsiz iniemasionsd dap perianiian-perjanjian intemasions! yang twlsh &
rehabilitasi olch pemerinioh Repoblik indonesia, CF.G, Sunaryati Hartone, Politk Hubum Meniia
Satu Sisters Hukien Nasional, {Bandung: Peachit Akenei, 1991}, hip. 98,

Yihid., hm. 95,
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derivatif bank. Kesenjangan informasi mengenai kKarakteristik produk
derivatif yanp ditawarkan bank kepada nasabah yang mengukibatkan
hak-hak nasabah untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat,
terkini, dan utuh menjadi tidak terpenuvhi, padshal pemilthan produk
bank oleh masabah seringkali lebih didasarkan pada aspek informasi
mengenaj manfaat vang akan dipercleh dari produk bank tersebut.

Dengan memperhatikan hal-hal diatas, hukum diharapkan akan
dapat memainkan peranannya secara maksimal dalam kegiatan transaksi
derivatif. Hukum dalam bal ini diharapkan memainkan peranasnya
sebagai regulator, artinya hukum dibuat untuk mengatur berbagat pihak
yang terlibat dalam trangaksi derivatif agar dapat melindungi
kepentingan pars pihak *® terutama untuk melindungi hak-hak nasabak
sebagai konsumen pengguna jasa perbankan sebagaimana diamanatkan
oleh ULf No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian, hukum dapat dijadikan panduan baik bagi para
pihak dalam melakukan transaksi derivatif, sehingga dengan adanya
pemahaman yang jelas terhadap fransakei derivatif, pengaturan derivatif
dapat dilakvkan secarn lebih baik sehingpa transaksi derivetif akan
menjadi lebih pasti, yang pada gilirannya akan memberikan maniaat

kepada perckonomian pasional.

Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan Perbankan adalah

segala sesuatz yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan,

¥¥ian Bdians Rue, op. ¢it., Wi, 238235,
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kegialan usaha, serta cara dan proses dalam meleksanakan kegiatan
usahanya.”

Hukum perbankan adalah  aturan-aturan, baik aturan pokok
maupun aturan pelaksanaan, baik menyangkut perdata maupun pidana,
baitk mengenai pengurusan maupun pemilikan tentang suaty badan
uszha yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarskat dalam
bentuk simpanan dan menyelurkannya kembali dalam bentuk kredit
serta bidang-bidang yang berhubungan dengan kegiatan badan usaha
tersebut.'®

Transakst Derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatu
kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan
dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar,
komoditi, ekuiti dan indeks, haik yang dijkuti dengan pergerakan atau
tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasuk transaksi
derivatifkredit '

Nasabah adalah pihak yang mengeunskan jasa Bank, termasuk
pihak vang tidak moemiliki rekening namun memanfastkan jass bank
untuk melakukan transaksi kevangan (walk-in custorer).™

Perlindungan Konsumen adalzh segala upaya yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

konsumen.

indonesta, Undang-Undang Temtang Perubghms Atas Undang-Undang Nowor 7 Tabun
1992 Tentang Perbankon, Ul) No10 Tahun 1998, LN No, 182 Tahun 1998, TLN No 3G, ps. |
sngka L.
1R .Daeng Naje, op cin, hal. 6.
“indonesia, Peraturan Bunk Indonesin Teptang Transehksi Derivarif, PBI No. 7R UPRIO0S,
LN No.85 Tahun 2005, ps. T anpka 2.

tndonesia, Peroturon Rark fudosesia Yenvang Transparansi Informost Produk Bank Dan
f*erz%guﬁm Deites Pribadi Negobah, PBE NG VA/PRIZO0DS, LN No.16 Tehon 2005, ns. T angke 3.

* Indonesia, Undang.Undang Teniumg Periindungan Korsumen, U0 No.® Tabun 1999, LN

No.42 Tohun 1999, TLN No. 3821, ps. 1 angka 1.
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G. Sistematika Laporan Penelitian

Penelitian ini meniliki sistematika sebagai berikut:

Bab Pertamns, sebagal pendahuluan yang menggambarkan latar belakang
permasalahan, perumusan masalah, {gjuan dan kegumaan perelitian, metode
penelitian, serta kerangka berpikir dan konsepsional.

Bab Kedus, membahas mengenal kegiatan transaksi derivatif yang
dilskukan oleh industri perbankan di Indonesia.

Bab Ketiga, membahas mengenat mengensi pentingnya pemberian
perlindungan hukum terhadap nsssbah dalam melakukan fransaksi derivatif
dengan pihak perbankan,

Bab Keempat, membahas mengenai cakupan perlindungan hukum terhadap
nasabah yvang diberikan oleh PBI Nomor 7/6/2003 tentang Transparansi Informasi
Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Bab Kelima, berisi kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian
yang telah dilakukan, seria saran dari penulis yang kiranya dapat bermanfaat bagi
semua pibak.,
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BAB 11
KEGIATAN TRANSAKSI DERIVATIF BANK

A. Keabsahan Bank Dalam Melakulao Transaksi Derivaiif

Bisnis transaksi derivatif merupakan bisnis berisiko tinggl. Karena itu
pibak bank perlu menyikapi secara hati-hati terhadap setiap hal yang
berkaitan dengsn transaksi derivatif sesuai dengan prinsip-prinsip “safe and
sound” dalam dunia perbankan,

Dalam beberapa kasus, pihak yang mengalami kerugian darl transaksi
dervaiif tidak mau menanggung kerugian, dalam arti tidak mau membayar
kewajthannya kepada pihak bank, dengan dalih transaksi derivatif merupakan
ransaksi untung-untungan yang mirip pegdudian sehingga tidak memenuhi
syarat sebab yang halal dasi Pasal 1320 KUH Perdata.

Dalam putusan Pepinjauan Kembsli (PK) kasus Dharmale Agrifood
No: ZPKANIG9Y tanggal 6 April 1999, Mahkamah Agung (MA}
menyatakan bahwa transaksi derivatif merupakan transaksi yang sah dan
tepat. Keberadaan transaksi derivatif telah diakui karena Bank Indonesia
sebagai otoritas keuangan dan moneter telah mengaturnya dengan perangkat
hukum walau dalam tingkst regulasi, karena jika transaksi derivatif dan
transaksi bismis lainnya barus diatur dengan undang-undang maka pranata
hukum akan selglu tetinggal dengan perkembangan instrumen bisnis yang
senantiasa bergerak cepat, Pengaturan masalah bisnis tersebut sudah lazim
diprakiekkan, baik di negara penganut sistem hukum Anglo Saxon maupun
sistem Kontinental dan hal terscbut dikenal dengan Hukum Ekonomi,
Transaksi derivatif merupakan transaksi yang sangat lazim dilakekan, baik
dalam lingkup nasional mavpun internasional, sehingga tidek ada alasan yang

kuat dan tidak perlu sama sekali melarang praktek transaksi derivatif ini,
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Dari sist Undang-undang MNo.7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana ielah divbah deagan UU No.l0 Tahun 1998 (UUP), dapat
gikatakan bshwa UUP tidak mengatur kegiatan transaksi derivatif secara
tegas. Pasal 6 UUP yang mengatur usaha Bank Umum tidak menygbutkan
secara eksplisit transaksi derivatif sebagai salah satu jenis usaba bank. Saw-
satunya kemungkinan dikategorikannyz transaksi derivatif sebagai jenis
usaha yang dapat dilakukan bank adalah ketentuan Pasal 6 huruf n yang
menyehutkan bahwa bank wmirn dapat:

“melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang

tidak bertentanpan denpan undang-undang ini dan peraturan
verundang-undangan yang berlaku.”

Secara administratif, transaksi derivatif telah diatwr dengan perstoran-
peraturan sdministratif, vakni olch perstursn-peraturan vang dikeluarkan oleh
Bank Indonesia selpku bank sentral, Peraturan-peraturan dari Bank Indionesia
ini umumaya bersifal pengawassn dan preventif. Sebagaimana dikelahui,
perafuran  perundang-undangan yang mengatur usaha perbankan tidak
terbatas pada UFUP tetapi juga dalam ondang-ondang lein dan dalam bentuk
produk hukum fainya seperti Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran
Bank Indonesia.

Kewenangan mengatur Bank Indonesia ditetapkan dalam UUP? dan
UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank indonesia UUBL) sebagaimana telah
diubah dengan UU No3 Tzhun 2004, dimana dikatazkan bahwa Bank
Indonesia dalam rangka mengatur dan mengawasi bank menetapkan

peraturan, memberikan dan mencsbut iiin atas kelembagaan dan kegiatan

2pgsal 25 Ayat {13 UUP menyatakan bahwe pembiosan dan pengawasan bank dilakokan oleh

Bank Indoncsia Delam Penielesan Pasel domd Pasal disebuikan bahwa yang dimaksud desgan
pembinaan sdelsh upays-upsys yang dilskukan dengan cara menciepken persluran yang
menyanphut aspek kelembagaan, Kepemilikan, kepenpurusan, kopiatan usaha, pelaporan serta
aspek Isin yang berhubungan deagan kegistan apeonsional bonk,
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usaha tertenty dari bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan
sapksi terhadap bank. Dakam rangka pengaturan perbankan, Bank Indonesia
menetapkan berbagai ketentuan yang terkait dengan periiinan, pengawasan
dan pembinsan bank, serta prakiik kehati-hatian bank {prudentiol
regulations) yang waiib ditkuti oleh bank,

Berdnsarkan  kewenangss  yang  diberikan, Bank  Indonesia
mengeluarkan PBI No.7/31/PBI2005 tentang Transaksi Derivatif, yang
dimaksudkan sebapal bapian dari prudential regulations yang harus
dilakukan oleh bank. Ketentusn torscbut mengeantikan Surat keputusan
Direksi Bank Indovesis No.28/119/KEP/DIR tentang Transaksi Derivatif
PBI No.7731/P8172005 tentang Transaksi Derivatif tersebut mendefinisikan
transaksi derivatif sebagai:

“Transaksi vang didasari oleh suatu kontrak atau peganiian
pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari ailai instrumen
yang memdasari seperti suku bunga, nilai tukar, komeoditi, ekuiti dan
indeks, baik yang diikuti oleh pergerakan atau tanpa pergerakan dana
atay instramen, namun tidak termasuk transaksi derivatif kredit.”
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa derivatif secara struktural terkait
dengan transaksi lain. Khusus untuk transaksi derivatif yang dilakukan oleh
bank di Indonesis, menueut Pasal 7 PBl No lU/38/PBI200E ientang
Perubahan ates Na.7/31/PBI2005 tentang Transaksi Derivatif, underbing
iransaction yang diperkenankan adalah nilal tukar, suke bungs dan/atau
gabungan nilai fukar dan suku bunga, dan fransaksi tersebut diperkenankan
sepanjang bukan merupakan shruchured product yang terkait dengan transaksi
valuta asing terhadap rupiah. Pengertian structired product mengacu pada
ketentusn Bank Indonesia yang mengatur fentang transaksi valuta asing
terhiadap rupiah (PBL No.10/37/PBI2008 tentang Transaksi Valuta Asing

Terhadap Rupiak), vaitu produk yang merupakan kombinasi berhagai
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instrumen dengan transaksi derivatif§ valuta asing terhadap rupizh, untuk
tujuan mendapatkan Arcome yang dapat mendorong transaksi pembelian
danfatau penjualan vahna asing terhadap rupiah untuk fujuan spekulatif dan
dapat menimbulkan Keridaistabilan ailai rupish, Tidak diperkenankannya
bank melakukan transaksi dengan underhing lain terkait dengan larangan
bank untuk melakokan transakst pada wnderlying assets itu sendiri, seperti
larangan bank untuk melakukan transaksi saham dan komoditi sebagaimana
diatur dalam UUP,

Pada dasamya setiap orang diberikan kebebasan untuk membuoat
perjaniian dengan Syarai-syarat yang mereka sepakati dan fidak dibaiasi
hanya kepada ketentuan-keientuan hukum perianjian yang tercantum secara
eksplisit dalam KUH Perdata.

Dengan kata lain KUH Perdala menganut sistem terbuks, sepanjang
perjanjian yvang dilskukan memenphi syarab-syacat sahnya perjaniian dalam
Pasgl 1320 KUH Perdata, Syarat-syarat untuk sahnya suatu petjanjian, yait:

1. Adanya kesepakatan para pihak

2. Kecakapan pars pihak dalam membuat perjeniian
3. Mengenal hal tertentu

4. Tidak merepakan sechst yang dilarang

Walaupun demikian, sifat terbuka dari perjaniian tersebut dibatasi
dengan undaag-undang, artinva perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak
bolch bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban amum,
Apabila melanggar ketentuan inf, unsur sebab vang halal menjadi tidak
terpenuhi, dan oleh karenanya dinyatakan batal demi bukum.

Sebagaimuana diketahui, terdapat beberapa jenis kontrak dalam KiIH
Perdata yang telah distor secara khusus yang dalam ilme hukum dischbut

dengan kontrak bernama, Misainya saja, kontrek jual beli, sewa-menyews,
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dan twkar-menukar. Dari semua jenis kontrak bernama yang ada dalam KUH
Perdata tersebut, transaksi derivatif mungkin dapat dimasukkan ke dalam
Kategori kontrak anfung-untungan sebapaimana diatur dalam Bab 12, Buku
ke 111 KUH Perdata, Pasal 1774 hingga Pasal 1791.2

Menurut Pssal 1774 KUH  Perdata, kontrak  untung-untungan
merupakan suaty perbustan vang hasilnya, mengenal untung ruginya, baik
bagi semus pthalk, maupun bagl pithak tertento saja, bergantung pada suatu
keladian yang belum fentn. Karena itulah, sesuai dengan sifataya, suatu
komtrak transaksi derivafif dapat digolongkan ke dalam Kategon kontrak
untung-uniungan.

Walau demikian, ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata yang
berkenaan dengan kontrak untung-untungan tersebut hanya berlaku terhadap
kontrak bumga cagak hidup dan kontrak perjudian. Lalu, apakah kontrak
transakst derivatif dapat dipersamakan dengan kontrak perjudian?

Menurut versi hukum pidans, suatu perjudian dapat diartikan scbagai

suatu perbuatan yang memenuhi salah satu persyaratan berikut ind:

1. Perbustan di mana untuk dapat memenangkan bergantung kepada hal-
hal yang bersifat unfung-untungan, atan

2. Perbuatan di mana untuk dapat memenangkan  bergantung kepada
faktor lebih terlatih atav lebih mahir dari orang tersebut, atau

3. Perbuaisn pertaruhan, yakni perbuatan yang dilakekan oleh orang lain
selgin dari peserta tarnhan,

Sermentara itu, KUJH Perdata tidak memberikan suatu definisi terbadap

perjudian. Hanya saja, karens kontrak perjudian merupakan salah satu model

dari kontrak untung-unfungan, pengertian yang diberikan kepada perjanjian

“punir Fuady, op. cit., him. 2336
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untung-untungan juga dapat dipakai terhiadap perjanjian perjudian, yaitu yang

mengartikan konlrak unfung-untungan sebagai suatu kontrak yang hasilnya

bergantung pada suziu kejadian vang belum entu,

Pihak pemain di pasar derivatif mengenal apa yang disebut dengan
“Konsep Trading”. Konsep trading inilah yang membedakan antara fransaksi
derivatif dengan perjudian. Konsep trading dalam transaksi derivatif antara
Jain mencakup clemen-clemen sebagai berikut:

1. Strategi Trading

2. Faktor Perubahan Harga

3. Analisis Funpdamental

4. Analisis Teknik

5. Cara-cars mengatasi Kerugion

6. Penentuan Waktu
Dengan demikian, kontrak transaksi derivalif tidek fermasuk judi

menuryt penpertian hukem pidana, termasuk peganiian untung-untungan

tetapl tidak termasuk ke dalam pengertian pedudian menunt KUH Perdata,
sehab:

1. Terhadap berbagai jenis kontrak derivatif, para pihak tidak berpegang
kepada bal-hal yang bersifat untung-untungan semata, tetapi dapat
diperhitungkan dan diprediksi secara rasional bahkan secara matematis
dan statistik, walaupun prediksinya dapat berubah-ubsh. Untuk
memperhitungkan pergerakan harga, pihak trader bahkan menggunakan
analisis matematis yang discbut denpan Mathematical Charting
Analysis,

2. Sudah merupakan praktek yang lazim secara universal di duniz bisnis
modern untuk melakukan transaksi derivatif sehingga tidak pantas lagi
digolongkan sebagai suatu bentuk perjudian.

tUnivergitas Indonoesia

Perlindungan Hukum..., Danny Prameswari, FH Ul, 2009



19

3. Dalam dunia perbankan, denpan PBI welah diatur rambu-rambu terhadap
pelaksanaan  transaksi  derivatif, sehingga  diharapkan  prakiek
pelaksanaan transaksi derivatif dapat dilakukan secara fair, tertib dan
sesuai dengan kaidah-kaidah hukum pada umumnya.

4. Terhadap jenis wansaksi tertentu, transaksi derivatif sangat bermanfaat
dan merupakan suatu kebutuhan dalam prakdek, yaitu bagl para pihak
yang akan melakukan transaksi derivatif untuk kepentingan lindung
nilai (hedging), sehingpa pihak tersebut dapat terhindar, misalnya deri
risiko fluktuasi mata vang atau fluktuasi tingkat suku bunga, sesnai

fungsi transaksi derivatif sebagal sarana mengatur Risk Management.

Menurut pendapat Alastsir Hudson, tidak ada kontrak derivatif yang
dapat dinyataksn sebagai konirak perjudian sepanjang kontrak tersebut
dilandast dengan itikad baik serta dengan pengelolaan risiko yang dilakukan
secara spesifik. Selengkapnya olch Alastair Hudson dikatakan sebagai
berikut:

“However, no financial devivative will be held 1o be a void gaming
cordract when it is g condract with a genuive comwnercicl purpose
enfered Into between two parties in good faith and & arm's length.
Therefore it is suggested that a contract witl not be o gaming or
wagering contract if either party 1o the contract is not entering into it
as a gombling eor wagering coniract. Furthermore, financial
derivatives which have a specific risk managemert objeciive will not
be found to be gaming cortracts on the basis that they are in any evernt
commercitd contracts entered intp with the aim of hedging an existing
commerciol gxpos:zm”ﬁ

Oleh karena UUP dan peraturan lain tidak melarang transaksi derivatif]

terlebih dengan dikeluarkannya PBI Transaksi Derivatif oleh Bank Indonesia,

“ Alastalr Hudson, The Law on Financial Derivatives, {London: Sweet & Muxwell, 2002}, p.
236.
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maka dapat disimpulkan bahwa transakst derivatif meropakan transaksi yang

sah dilakukan oleh industri perbankan di Indonesia.

Pengaturan Transaksi Derivatif Melalui PBI No.7/31/PBY/2005 teufang
Transsksi Derivatif
Telah dijelaskan sebelunmya bahwa kekhususan sifat usaha perbankan

dan realitas pasar global menunjukisn perlunya bukum perbankan vang
mampu menjawab berbagal persoalan hukum di bidang perbankan, termasuk
masalah hukum transsksi derivatif Hukum diharapkan dapat memainkan
peranannys secara maksimal dalam kegiatan fransaksi decivatif yaitu sebagai
regulator. Artinva, hukum dibuat untuk mengetur berbagal pihak vang
terlibat dalam tronsaksi derivatil apar dapat melindungi kepentingan para
pihak,

UU No.23 Tahun 1999 fentang Bank Indonesia sebagaimana telah
diubah dengan UU No.3 Tahun 2004, dan UU No.7 Tahun 1992 tentang
Perbankan scbagaimana telah divbah dengan UU No.10 Tahun 1998,
menyatakan bahwa pada hakikatnya Bank Indonesia memiliki wewenang
untuk memberikan dan mencabut ijin uvsaha bank (right 1o licerse),
menetapkan peraturan  dalam  bidang perbankan (right 1o reguiate),
melakukan pengawasan terhadap bank {right fo supervise), dan menpenakan
sanksi administrast terhadap bank yang melangper ketentvan perbankan
(right 1o impose sanction}.

Dalam menialankan fungsinya sebagai regulator, hukum memberikan
pertindungan kepada para pihek dalam transakst derivatif dalam bentuk
kewenangan Bank Indonesia vang salah satunya adalsh menetapkan
peraturan dalam bidang perbankan (right o regedate), khususnys di bidang

transaksi derivatif ini, yaito Peraturan Bank Indonesia No.7/31/PBI/2005
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tentang Transaksi Derivatif dan PBI No. 10/33/PBI/200R tentang Perubahan
atas No 73 /PRBIZ00S tentang Transaksi Derivatif

Walaupun sebenarnya substansi pokok dari PBI NoJ7/31/PBIR20GS
tentang Transaksi derivatif adalah menyangkut ketentuan kehati-hatian
perbankan sebagaimana pringip kehati-hatian dalam kegiatan usaha bank
vang telah digariskan oleh Bank Indonesia, namun ketentuan-ketentuan
dalam PRI fersebut juga terkait dengan upaya untuk melindungi para pihak.
Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur mengenai kewajiban bank untuk
melindungi nasabah dan institusinya sendiri dimana kewajiban it
merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan ofeh hukum itu
sendiri kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi derivatif.
1. Kewaijthan Melakukan Mok 10 Markes

Pasal 2 ayat (2) PBI Transaksi Derivatif menyatakan:

“Dalam melakukan Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bank wajib melakukan Mark 10 Marker”

PBI tersebut mengharuskan bank untuk melakukan pengendalian
risiko dalam melakukan transaksi derivatif. Salah satu ketentuan yang
penting dalam rangka pengelolaan risiko adalah kewajiban bank untuk
melakukan Mark to Marker atas transaksi derivatif. Mark 10 Market ini
adalah cara perhitungan yang didasarkan atas kurs pasar yang telah
disepakati pads setiap akhir hari kesja secars konsisten bagi posisi
terbuka vatuk menentukan kerugian atan keantungan,

Mark 1o Morket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) PBI
mengacu pada prakick yang terjadi &i pasar fmarket practice}. Apabila di
dalam market pracrice terdapat beberspa slternatif, maka penstapan
metode Mark to Market diatur sebagat berikot:

Universitas Indonesla

Perlindungan Hukum..., Danny Prameswari, FH Ul, 2009



22

a. Mark o Marker diserahkan kepada kebijakan masing-masing
Bank; afau
b. Mark to Market berdasarkan atas kesepakatan antara Bank dengan
Nasabah Bank.
Apabila Bank telak memilih salah satu dari metode di atag, maka metode
vang dipilih harus fercantum dalam kontrak dan dikkukan secara
konsisten sampai dengan jatuh tempo kontrak (Surat Edsran Bank
Indonesia No.7/45/DPD Tanggal 13 September 2005 perihal Transaksi
Derivatif}.
Dengan cara perhitongan seperti ini diharapkan bank rmsupun
nasabah dapat dengan cepat melihat potential loss yang mungkin tegjadi,
sehingga dapat dilakukan langksh-langkah yang diperlukan.

Kewajiban Memiliki Pedoman Transaksi Decivatif
Pasal 3 PBI Transaksi Derivatif menyatakan:

“Dalarn melakukan Transaksi Derivatif Baok wajtb menerapkan
manajemen risiko schuagaimana diatur dalam ketentuan Bank
Indonesia yang berlaku tentang Penerapan Manajemen Risiko
Bank Umum.”

Ketentuan fersebut mewsjibkan baok untuk memiliki pedoman
transaksi derivatif yang disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris,
Pedoman tersebut bersifat memaksa dan harus dilakukan oleh bank
dengan mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia,

Remampuan untuk menyusun pedoman ini tampaknya merupakan
kunci penilaian dari Baok Indonesia. Kemampuan ontuk meyusun
peddoman ini skan moempengaruhi penilaian Bank Indonesia mengenai
kemampuan dan pengeishuan hank untok melakukan transaksi derivatif

serta kemampuzn untuk mengidentifikasi dan menghitung potensi risiko
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yang mungkin timbul, Bank joga dianggap felah siap melakukan
transaksi derivatif apabila bank sudah memiliki pedoman transaksi
derivatif di samping kesiapan lain seperti memiliki sumber daya manusia
dan fungst pengendalian intem,

Laporan mengenai kesiapan bank melakukan Transaksi Derivatif
uniuk pertama kali wajib disampatkan kepada Bank Indonesiz og
Direktorat Pengelolaan Devisa, dengen Suvrat yang dilampiri dengan
Pedoman Pelaksanasn Transaksi Derivatif yang menpacu pads ketentuan
vang berlaku mengenai Pedoman Standar Penerapan Manajermen Risiko
bagi Bank Umum (Surat Ederan Bank Indenesia No.7/45/DPD Tanggal
15 September 2005 perihal Transaksi Derivatif).

Kewajiban Menyampatkan Laporan Mingguazn kepada Bank Indonesia
Pasat 10 ayat (1) PBI Transaksi Derivatif menyatakan:

“Bank wajib menyampaikan laporan mingguan kepads Bank
Indonesiz mengenal Transaksi Derivatif sesuai desgan Format
Laporan Transaksi Derivatif Bank-Baok sebagaimana tercantum
dalam Lampiran 1 dan 2 yang mencakup kerugian/keuntungan
dan posisi Transaksi Derivatif, baik untuk kepentingan bank
sendini maupun untuk kepeatingan nasaban.”

Hal ini s¢jalan dengan ketentuan Pasal 8 PBI Transaksi Derivatif
yang pada pokoknya bertujuan untuk menjaga bank agar apabila terjadi
kerugian pada pihak bank, kerugian tersebut tidak melebihi jumlah
persentase yang ditetapkan, yailu maksimal sebesar 10% dari modal
bank, dengan cataian bzbwa keruglan sebesar persentase tersebut
merupakan jumish kumulatil dalam tahun berjalan. Sehingga spabila
terjadi kerugian sehesar persentase tersebut, Bank Indonesia dapat segera

mengambil tindakan untuk mengatasi kerugian veng diderita,
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Sehubungan dengan laporan mengenal posisi fransaksi derivatif
dalam Pasal 3 PBI Transaksi Derlvatif telah dinyaiakan bahwa bank
didarang memelihars posisi atas transaksi derivatif yang dilakukan oleh
pibak terkait dengan bank. Dengan disampaikannya laporant mengenai
posisi transaksi derivatif, Bank Indonesia dapat terus melakukan
monitoring supaya bank segera mensruskan transaksi pihak terkait
dengan bank pada waktu dan jumlah yang sama secara simultan kepada
bank lain yang bukan pihak feckait,

Kewajiban Memberikan Penjelasan secara Lengkap kepada Nasabah
Pasal 4 ayat (1) PBI Transaksi Denvatif menyatalan:

“Bank wajib memberikan penjelssan secara lengkap kepada
nasabah yang akan melakukan Transaksi Dervatif”

Salah satu sspek pengaturan transaksi derivatif vang penting untuk
dikemukakan secara khusus adalah ketentuan miengenai Keterbukaan,
Ketetbukaan menjadi persoalan penting sebab keterbukaan tentang fakia
materiil didasacksn pada prinsip keterbukaan yang memungkinkan
tersedianya bahan pertimbangan bagi nasabah schingga mereka secara
rasional dapat mengambil keputusan untuk melakukan transaksi derivatif,

Setidaknys, terdapat doa fongsi prinsip keterbukaan dalam
transaksi derivatif. Pertama, untuk memelihara kepercayaan publik
terhadap pasar. Makin jelas informasi bank, maka keinginan nasabab
patuk melakukan transaksi derivatif dengan pihak bank akan menjadi
semakin tinggi. Sechaliknya, ketindean atau kekurangan serta
ketertutupan informasi dapat menimbulkan ketidakpastian bagi nasabah,

dan konsekuensinys menimbulkan ketidakpercayaan nasabsh dalam
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melakukan transakst derivatif melalei bank. Dan yang kedwa, prinsip

keterbukaan penting untuk mencegah penipuan (fraud) ™
Mengingat pentingnya aspek tersebut dalam pengaturan transals

derivatdf, Basel Commintce on Banking Supervision dan Techwical

Commiitee of the Internotional Organization of Securities Comumissions

(TOSCO) telah mengeluarkan rekomendasi mengenai  keterbukaan

informasi terhadap publik (public disclosure) untuk bank. Rekomendasi

tersebut pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:>

a.  Bank harus memberikan laporan keuangan vang menggambarkan
secara ielas kegintan derivatifnys. Lembaga inl harug mombuks
ringkasan informast yang berarti, baik secars kualitatif maupun
secara kuantitatif mengenai nang lingkup dan sifet aktivitas
darivatifitya, sert2 menjelaskan bagaimana kegiatan derivatif ini
memberikan kontribusi ferhadap profil pendapatannya. Selain itu,
bank juga dimiota wntuk membuka informasi mengenat risiko
utama yang terkait dengan kegiatan derivatif dan kinerja mereka
dalam mengelola risiko tersebut.

b.  Bank diwajibkan untuk membuka informasi yang dilakukan afas
dasar sistem pongukucan ristko dan mangjemen internal yang
menyangkut exposwre risikonya dan kinesja yang schenamya
datam rangka pengelolaan risiko terscbut. Mengaitkan keterbukaan
publik dengan proses pengelolaan risiko internal ikut menjamin
keterbukaan yvang dilaksaniakan sejalan dengan inovasi yang terjadi
dalam pengukuran risiko dan teknik pengelolaan risiko.

"Rizmar Nasution, “Mengkaii Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangenan Ekonomi”
Bagian dor Pidato pade Upncurs Pengabuhen Gurey Besar Telap dalam Hme Hukum Ekonomd
fudoultay Hukemn Universitas Sumaters Ulaes, ﬁ&iaﬁg@ag Mghasiswa USU, Medan, 17 April 2003,
<hftpHhismarnasty files wordnrog ] tane-hukum-sehagaidandesan ndf,
2087,

“Mian Ediana Rac, op. cit, him, 176177,
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Pemikiran yang berkembang mengenal keharusan keterbukaan ind
didasari pemikiran bahwa keterbukaan yang lebih baik darl kondisi
keuangan suatu institusi, kinerja, kegiatan usaha, profil risiko, dan
praktik penpgsiolaan ristkko skan memfasilitasi disiplin  pasar dan
berfungsinya pasar keuangan secara schat dan efisien. Oleh karena itu,
keterbukasy dapat memperkuat upaya pengawasan vntuk mendorong
keamanan dan kesehatan bank secara individual maupun sistem
keuangan secara  keseluruhan. Keterbukaan ini juga bermanfaat
memperiuas kemampuan bank uniuk melakukan evaluasi dan mengelola
exposure ristkonya terhadap pibak lain, Disiplin pasar akan tercipta
apabila nasabah dan pihek Inin yang terkait (counterpartiesy mendapat
informast yang balk mengenai bagaimana suafu institust mengeloia
kegiatan dan exposure risikonya”

Walaupun disadari bahwa dalam transaksi derivatif terdapat risiko
vang sama dengan jenis-jenis transaksi yang sclama ini dilakukan oleh
bank, pengelolaan risike kevangen dalam perdagangan dan aktivitas
derivatif merupakan proses yang sangai dipamis, di mana potensi
keuntangan dan kerugian yang sangat besar dapat terjadi dalam jangka
waktu sangat pendek. Oleh karena ity, informasi yang tepat waktu dan
dapat dipercaya dari kegiatan ini merupakan hal yang sangat penting
untuk dapat menilei kondisi suato lembaga, kinerja, dan profil risikonya.

Ketentuan mengenal keterbukaan pada prinsipnya dimaksudkan
schagal upaye untok melindungl nasabah bank terhadep kemungkinan
kerugian dar {ransaksi derivatif yang dilakukannya dengan bank, Pasal 4
ayat (1) PBI No. 7/31/PBI/Z00S tentang Transaksi derivatif menyebutkan
bahwa bank wajib memberikan penielasan secara lengkap kepada

2 hid.
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nasabah yang akan melakukan transaksi derivatif terutama mengenai
risiko yang mungkin timbul darl transaksi tersebut. Selanjutnya, ayat (2)
menyebutkan penjelasan lengkap itu meliputi penjelasan  mengeral
risiko kredit {credif risk), ristko penyelesalan (settlement risk), dan risiko
pasar {markei risky Selsin i, untuk fransaksi derivatif yang
mewajibkan nasabah untuk memenuhi margin deposit perlu dijelaskan
kemungkinan saldo margin deposit dapat menjadi nthil dan bahkan
kewajiban nasabah kepada bank akan dapat bertambah besar.

Bank juga diwajibkan untok memberikan laporan kepada nasabah
secarn mingguan mengenai posisi transaksi derivatif nasabah dan
laporan khusus pada saat posisi nasabah dianggap cukup membahayakan
(Pasal 9 ayat (4)). Laporan khusus tersebut waib disampaikan kepada
nasabah apabila nasabsh menghadapi kemungkinan kerugian scbagai
akibat dari perubaban situasi pasar yang sangat tidak normal schingga
dapat mengakibatkan margin deposit vang tersedia tidak dapat memsupi
kerugiaa,

Dalam praktik risk disclosure, bank harus bertindak hati-hati
dengan tidak sekedar memberikan penjelasan mengenai fakia-fakta
secara akurat, melainkan juga barus memastikan bahwa tidak terdapat
fakta-fakta material yang dihilangkan dari risk disclosure statement
tersebut, karena menghilangkan fakta material juga merupakan bentuk

misrepresentasi.

Kewajiban Pembuatan Kontrak

Pasal 4 ayat (3), (4), (§) dan (6) menyatakan bahwa transaksi
derivatif untuk kepentingan nagabsh harus berdasarkan kontrak yang
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wajib dicetak dalam ukuran huruf yang besar sehingga mudah dibaca,
yang sekurang-Kurangnya mencakup:
a) Pagu transaksi derivatif
kry  Base Currency yang digunakan
ey Jenis valuta/instrumen yang diperiukarkan
d} Penyelesaian transaksi derivalif (seidement}
@} Pembukuan laba/rugi transaksi derivatif yang dilakukan
£} Pencatatan atas posisi laba/rugi
g)  Metode atau cara transaksi derivatif
h) Besarnya komist
i} Penggomaan kurs konversi
4} Advis dan konfirmasi iransaksi derivatif
ki Kerghasiaan
1} Domisili dan hukum yang berleka

Pada prinsipnya, tidak ada kewajiban bagi suata kontrek unfuk
dibuat secara tertulis. Hukum kontrak kita menganut asas konsensual.
Maksud dari asas konsensual ini adalah bahwa suatu konfrak dinnggap
sah dan mengikat ketika tercapat kata sepakal, sepanjang syarat-syarat
sahnya suatu kontrek sebagaimana ditenfukao dalam Pasal 1320 KUH
Perdata telah dipenuhi. Dengan adanya kata sepakat, maka meskipun
hanya dibuat secara lisan, konirek ferscbut sudab mengikat dan
mempunyai akibat hukum, sehingga pada saat v juga sudah timbul hak
dan kewajiban di antara para pihak.

Akan tetapi, dalam beberapa hal, termasuk transaksi derivatif,
kehadivan suatuy kontrak tertulis sangat dibutubkan. Ini merupakan

pengecuaiian dari prinsip umum tentang asas konsensual.
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“General comract low, as well, in the varions states, requires
shar agreements which exceed a certain dollar Himit and maturity
be reduced to writing in order lo be enforceable. Those lines,
commonly referred 10 as statwes of fravd, typically reguire
agreements in wxcess of 3500 and to be performed during a time
periad in exvess of one vear 6 be memorialized in a writing
signed by the porly againgt whom enforcemeni is sought.
Consequently, most pariicipanis in the OTC derivatives market
convhude that wrillen docwmentation is a necessary requirement
of this business ™

Karaskter dan sifit dari transaksi derivatif vang begitu canggih dan rumit
mengisyaratkan bahwa akan sangat tidak pantas (inadequate) apabila
kesepakatan para pibak untuk melakukan transaksi derivatif ini hanya
dilakukan secara lisam. Disamping itu, kontrak fertulis terscbut
dimaksudken untek kepentingan kepastian hukum, artinya memudahkan
dari sagi pembuktian dalam praktek, serta mengurangi imbulnya dispule
tentang isi kontmak yang bersangkutan,

Dalam transaksi bisnis infernasional, pengaturan transaksi derivatif
mengacy pada ISDA Master Agreement, ISDA Master Agreement yang
digunakan oleh para pelaku pasar dalam melakulan transaksi derivatif
adalah suatu Master Agreament aian perjanjian induk di mana para pihak
vang terlibat dalam transaksi cukup satu kali saja menandatangani ISDA
Master Agreement dan kemudian berlaku untuk sepala transaksi
derivatif yang dilakukan selanjutnya di antara para pihak tersebut

Setelah menandatanganmt ISDA - Master Agreement, sctiap Kali
tercapat kesepakatan ontuk bertransaksi maka para pihak hanya periu
menandatangani surat konfirmasi akan adanya kesepakaian tentang

“Dale R. Granchatek, op, cit,
Z-Tony Ciro, “The Regulation axd Market Organization of Financial Derivatives: An
Austratian Perspective: Part 2, 2002, (Westiaw, Cite szt LLEM. 2002, 404), 176-133).
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transaksi derivatif, dan surat konfirmasi tersebut dianggap scbagai satu
bagian yang tidak terpisahkan dari ISDA Master Agreement,?’

ISDA Master Agreement selain mengatur tentang definisi atas
istilah-istilah yang berlaku dalam perjanjian juga mengatur tentang hak
dan kewajiban para pihak dari segi hukum pedanjian, di manas segala
hubungan hukum para pihak diatur didalamnya, missinya mengenai hal-
hal yang berksitan dengan pembayaran transaksi yang dilakukan,
masalah pernyataan dan jaminan pars pihak untuk meyakinkan di antara
para pihak sendiri dalam berfransaksi, pernyataan dari para pihick tentang
janji untuk melakukan hal-bat tertentu sechubungan dengan transaksi
derivatif, masalah cidera janji den akibat hukumnya, penyelesaian
kewajiban para pihak dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian, larangan
bagi para pihak untuk mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan
perjanjian tanpa persetujuan terlebih dabuls dari pthak lainnya, dan hal-
hal lain yang lazim ada dalam sustu perjanjian seperti mengenal alamat
para pinak dalam korcspondensi, pilihan hukom  seria pilihan
yurisdiksi,”

Sclain 1SDA Master Agreement, para pihak dalam transaksi
derivatif juga harus menyepakati dan melengkapi isi dari Schedule yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ISDA Master Agreement.
Schedule dari ISDA Master Agreement memuat tentang pilihan-pilihan
yang wajib atan vang dapat dilakukan oleh para pibak dan ketentuan-
ketentvan yang dapat ditamboahkan oleh para pihak untuk melengkapi
atau sebaliknya mengesampingkan kelentuan-ketenfuan umumn yang
diatur dalam ISDA Master Agreement.

Preid.
Wrbid.
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Selain menandatangani 1SDA  Master Agreement  berikut
Schedule-nya, para pihak diharuskan mengirimkan konfirmasi setiap kali
melakukan transaksi. Konfirmast ini berisi ketentuan-ketentuan yang
bersifat komersial yang telah disepakati, misalnya tentang jumlah yang
telah disetujui oleh para pihak untuk dijadikan acvan untuk menghitung
kewajiban pembayaran para pihak, jangka waktu dari mulai
disepakatinya transaksi hingga settlement date/termination date, dan
tanggal perdagangan, yaitu tanggal dan hari di mana para pihak
bersepakat untuk melakukan transaksi. Dalam praktek, terjadinya
kesepakatan antara para pihak biasanya terjadi melalui media telepon
atau Reuters Screen dan ditindak lanjuti dengan pengiriman konfirmasi

atas transaksi yang telah disepakati oleh para pihak.’!

Nypid.,
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DASAR PERLINDUNGAN NASABAH DALAM
TRANSAKS]I DERIVATIF

Masalah perlindungan para pihak merupakan masalah penting yang harus
mendapat perhatian khusus dalam transaksi derivatif. Dalam konteks transaksi
derivatif, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh bank dalam menjual
produk derivatifinya. Secara prinsip masalah- masalah terscbut menyangkut
kemungkinan tanggung jawab bank kepada nasabah terhadap produk, terkait
ketidaklayakan produk atsupun ketidaklayakan dalam menjual produk tersebut
kepada nasabak, dimana keduanya meliputi hal-ha! sebagai berfkut:’

a.  Kelayakan Investasi (Suitably of Prrvestment)
Masalah kelayskan investasi unfuk nasabah tertentu berpotensi
menimbulkan masalah hukum. Masalah kelayakan ini terkait dengan produk
dertvatif itu sendirl, Sangal mungkin terjadi bahwa produk terfentu fidak

sesual dengan sifat investasi dan permintaan nasabah. Seperti yang dikatakan .

sleh Andrew R. Henshaw, bahwa?

“There was a recent sifugtion where a product was discontinued for
the simple reason that the technicienss producing it made a calculoting
erroy, resulting in the product’s choracteristic being somewhat
different from what hed been imtended.. however, the products is said
noi to maick up Io the ivestor 's nature and requirements.”

Dalam kenyataannya, bisa ferjad] nasabah sama sekali fidak menguasai
jenis transaksi yang akan dilakukan. Apabila transaksi mengalami kegagalan,
nasabah dapat berzrgpumentasi bahwa kegagalan yang terjadi merupakan
kesalahan bank karena telah menjual jenis produk yang tidak sesuai dengan
kebutuhan nasabah. Oleh sebab i, selain sebagai penjual produk, bank harus

"Andrew R, Henshaw, “Dicrivatives Litigation Issues™, dalam Derivative Instrument Law,
cdiwg by Edward I, Swan, {Greal Britain; Cavendish Publishing Limited, 1995), p. 153-160.
18id., p. 154,
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senantiasa bertindak sebagai advisor bagt nasabah. Namen, dalem keadean
tersehut, di mana sasabah menppantunpgkan dirinya pada keahlian bank,
terdapat kewaiiban bagi bank untuk tidak menggunakan keahilannya unk
terlalu jauh mempengaruhi nasabah. Alastatr Hudson mengatakan:’

“The seller of a finarcial product is required 1o take reasonable steps
to ensure that the client has been suitably advised...and where the
client has no particular financial experiise of its own, the seller must
be particularly careful in marketing complex products.”

Misrepresentasi dari Karakteristik Produk (Misepresentation of The
Product s Characieyisiic ond The Risks)

Alasan misrepresentasi sering digunakan oleh nasabsh dalam transsksd
derivatif. * Yang menjadi argumentasi nasabah adalsh bahwa bark
menyembunyikan risiko yang tungkin timbul terhadap nasabah dalam
transaksi derivatif. Dengan melihat bebernpa kasus yang masuk ke
pengadilan Indonesia, masalah misrepresentasi dari risiko transaksi derivatif
telah menjadi argumentasi utama nasabah.

Apabila suatu kejadian sulit untuk ditentukan sebagai suatu informasi
atau fakta materit], maka konsep kewajiban untuk menyampaikan informast
ity menjadi terhambat dan sulit puls mesentukan telsh ferjadinya pemyatasn
menvesatkan  (wisleading  starement). Karenz  peneiitvan  pernyataan
menyesatkan tergantung dari sdanya misrepresentasi atau  pemberian
informasi yang kurang lengkap atas peristiwa atau kejadian  yang
mengandung fakta materiil. Pengungkapan informasi tentang fakta materiil

secara akurat dan peauh, diperkirakan dapat merealisasikan tujuan prinsip

* Atastafr Hudson, op. cif., p. 285,
ke claim in refation to financial derivatives contracts may arise on the basis that the bank

iz alleged 1o hove made @ frauvdulent or negpligent mizreprezentaiion ax 1o the Intringic aeure,
sensitivity or pffect of the derivatives: by “natnre” is meani the anlicipated hedging or specuistive
siructure of the contract, by “sensitivity ™ Iz meont those market indicia whick wii have on impuct
o the Hubility to which the buyer It exposed, ord by “effect” Is meant the size of the paymenix
which the biyer would be regrired o mueke.” Ihid., p. 293,
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keierbukaan dan mengantisipasi timbulnya pernyataan menyesatkan bagl
nasabah.”
g, Kelalaian dalam Memberikan Penjelasan {Faifure to Warn about Risks)
Dalam hal ini nasabah mengemukakan bahwa terdapat “a duty of core”
dari pihak bank, dalam arti ada keharusan bagi bank untuk memberikan
penjelasan kepada nasabah mengenai beroperasinya transaksi derivatif,
Masalah-masalzh yang dihadapi dalam melskukan transakst derivatif tersebut di
atas terutama disebabkan oleh faktor kurangnya pengetahuan nasabah mengenai
produk derivatif yang ditawarkan. Dalam segala keterbatasannya itulah nasabah
periu untuk diberikan perlindungan hukum.

A. Perlindungan Hokum Atas Dasar Asas Perlindungan Konsamen
Transaksi derivatif merupakan franssksi vang didasari oleh suatu
kontrak atau perjanjian antara para pihak yang terlibat di dalam transeksi
terscbut, konsekuenst yuridisnya adalah pemberlakuan ketentuan buku 111
KUH Perdata termasuk mengenai syarat sahnya perjanjian dan prinsip
kebebasan berkontrak.
Asas kebebasan berkontrak menurut hulum perjanjian Indonesia
meliputi ruang tingkup schagai beriknt®
1. Kehebasan untuk membusat atay tidak membust perjaniian,
2. Kebebasan untok memilth pihak dengan siapa e ingin membuat
perjanjian.
3, Kebebasan untuk memilih atau menentukan kausa dari perjanjian yang
akan dibuatnya.
4. Kebebasan untuk meneniukan obyek perjanjian.
4. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.

*Bismar Nasulion, foc. oif
“fasanuddin Rahman, Legal Drafiing, (Bandung: Tl Aditya Baki, 20003, bim, 1112,
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6. Rebebasan untuk menerima atan menyimpangi ketentuan undang-
undang yang bersifat opsional,

Asas kebebasan berkontrak memberikan kepada setiap orang hak untuk
mengadakan berbagal kesepakatan sesuai kehondak dan persyaratan yang
disepakali kedus belsh pihak, dengan sysrat-syarat subjekiif dan objektif
terstang sahnya suatu perjanjian tetap dipenuhi, Dengan sistem terbuka, setiap
orang dapat mengadakan perjaniian bahkan dengan bentuk-bentuk perjanjian
lain dart apa yang termuat dalamm KUH Perdata. Keadaan ini kemudian
diimbuhi pula dengan catatan bahwa hukum perjanjian #tu merupakan hukum
pelengkap, iadi setiap orang dapat mengadakan persctujuan dalam bentule
bentuk lain dari yang disediakan oleh KUH Perdata,

Dengan asas kebebasan berkontrak, sistem terbuka dan bahwa hukum
perjamjian itu merupakan hukum pelengkap saja, lengkaplah sudah kebebasan
setiap orang untuk mengadakan perjaniian, Jika yang mengadakan perianjian
edalah mercka yang seimbang kedudukannya, mungkin perianjian yang
dibuat tidak skan menimbulkan permasalehan. Tetapi dalmm keadaan
sebaliknys, vaitu di mana para pihak yang bersepakat tidak berada dalam
kedudukan yang seimbang maka pihak yang kuat dapat memaksakan
kehendaknyx atas pihak yang lebih lemah,

Herbagai penelitian, termasuk penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB} sejak tahun 1973-1985, vang kemudian dijadikan dasar darl keputusan
Sidang Umum PBR tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen, temyata
pihak konsumenlah, terutama konsumen dari negara-negara berkembang
yang merupakan pihak yang lemah tersebut. Begitu besarnya kebebasan yang
dapat dinikmati oleh pihak yang kuat, mengakibatkan pihak yang kuat dapat
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mengecuatikan atau menixdakan sesuatu yang menjadi kewsiibannya atau
mengurangi bahkan menghapus hak pihak yang lemah.’

Adanya perlindungan hukum bagi nasabsh selaku Konsumen di bidang
perbankan menjadi argesr, karena secars faktual kedudukan antara para
pihak seringkali tidak scimbang. Kontrak derivatif antara bank dan nasabsh
memang dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi,
sepert] diketahui bahwa nasabah selalu berada dalam posisi tawar vang lemah
karena memiliki keberganfungan informast terhadap pihak bank, nasabah
tidak mempuayai pilihan lain, kecuali mempercayai segala informasi yang
diberikan oleh pihak bank.

Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindunpan Xonsumen
(UU Perlindungas Koasumen) schagai wadah yang bertujuan untok
menyelaraskan dan menyeimbangkan baik kepentingan konsumen maupin
pelaku usaha, mengakomodir segala sesuatu yang menjadi bak dan kewajiban
kedua belah pihak.

Dalam Pasal 4 huruf ¢ dikatakan bahwa, “Hak konsumen adalah hak
untuk mendapatkan informast yang benar, jelas dan jujur mengenal mengenat
kondisi dan jaminan barang dan/atau iasa”. Pengaturan mengenal hak atas
informasi di dalam UU Perlindungan Konsumen secara tegas imenyatakan
bahwa informnasi merupakan hal yang sangat peating bagi konsumen, karena
melalut rformasi tersebut konsurmen dapat menggunakan hak pilihnya sccara
benar, hal mana sesuai dengan tujuan diadakannya perlindungan konsumen
vang salah satunya adalah untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen
yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta
akses untuk mendapatkan informasi (Vide: Pasal 3 huruf d UU Perlindungan

Konsumen).

¥ Az. Nasutian, Hulm Perfindungan Konswmen : Suatu Pengardar, {3akarta - Diadit Medla,
2007}, him. 45,
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Hak untuk memilih merupakan hak dasar yang tidak dapal dihapuskan
oleh  siapapun juga. Dengan mempergunakan hak pilhnya tersebut,
konsamen dapat menentukan “cocok tidaknys™ produk vang ditawarkan stau
diperdagangkan dengan kebutuban dari dirl masing-masing konsumen, Untuk
#tu, UU Perlindungan Konsumen, melarang adanya kefersedizan informasi
yang tidak layak, tidak akurat, dan menyesatkan konsumen.

Selain pernyataan mengenai standar produk yang relatif baku dan
cenderung berlaku universzl untuk suatu produk tertentu, adakalanya suaiu
produk dari jenis tertentu mengkiatm adanya keistimewasn dari prodek
tersebut, Untuk ifu, pare pelakuy osahe vang memperdagangkan produk
tersebut harus memberikan informasi yang sebenar-benamya, Para pelaku
usaha diharuskan untuk tidek hanya memberikan informasi mengenai
kelebihan dari produk yang ditawarkan, tetapi juga kekurangan yang terdapat
pada produk tersebut®

Mantan Presiden Amerika scrikat, John F. Kennedy, permush
mengemuRakan empat hak dasar Konsumen, vaitu fhe zight to safe products,
the right to be informed about producis, the right 1o definite choices in
selecting products, and the right to be heard regarding consumer interests.
Serelah itu, Resolusi PBB Nomaor 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan
Konsumen {Guidelines for Consumer Profection) juga raerurnuskan berbagai
kepentingan konsumen yang perlu dilindungl, vang ssish satunya adalah
mengenai ketersediaan informast vang memadai bagi konsumen yang
bertujuan memberikan kemampuan mereka melakakan pilihan yang tepat

sesual kehendak dan kebutuhan pribadi.”

EGunuwan Widisla dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindurgan Konsumen, {(Jakatta ©

Gramedia Pustaks Utams, 2003}, him. 4841,

*rbid, Wi, 27,
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Dalam kasus anmtarz Bank Danameon dan EKN, Bauk Danamon

dianggap lalai memberikan informasi yang akurat tentang produk derivatif

vang ditawarkan, schingga mengakibatkan EKN tedebak membeli produk

torsebut hingga akhirnya wengalamd kerugian vang sengat besar. EKN

berpendapat bahwa Bank Danamon begitu agresif dalam menawarkan produk

derivatif vang bersifat spekulatif kepada EKN.

Berikut Kronmologt penaswaran prodek derivatif dari Bank Danamon

kepada EXN hingga muncul sengketa di antara keduanya:'"

i

Pertengaban 2007, Bank Danamon mengunjungt EKN  unfuk
menawarkan produk perbankan pada EKN.

28 September 2007, EKN untuk pertama kalinya menggunakan
fasilitas vang diberikan oleh Bank Danamon berupa Lefter of Credit,

9 Okicber 2007, Bank Danamon dan EKN menandatangani perjanjian
kredit yang mencakup berbagal  fasilites perbankan  termasuk
diantaranya fasilitas Letter of Credit, Shipping Guarantee, Bank Garansi
dan Foreign Exchange.

Oktober 2007, Bank Danamon memberikan penjelasan (presentasi)
mengenal produk derivatif kepada EKN. Dalam presentasi ini dan
presentasi  berikutnya dinystakan bahwa produk-produk yang
ditawarkan adalah untuk keperluan lindung nilai.

24 Oktober 2007, Bank Danamon dan EXN meongadakan perjanjian
Structured Financial Product untuk pertama kali.

16 Desember 2008, EKN memberikan informasi kepada Bank
Danamon secara tertulis bahwa EKN membekukan seluruh transaksi

Structured Financial Product untuk memberi EKN kesempatan, dengan

"’Hadt Supmpte, “Danamon Seret Sampocma ke Arbirtrase™, <httpi/bisnis.vivanews.comy

w>>, 24 Juni 2009,
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bantuan pihak keliga, mengevaluasi transaks] Strucfured Financial
Preduct yang telah ditandatangani.

Oktober 2007 — September 2008, Bank Danamon dan EKN
menandatangani perjanjian untuk 16 jenis produk derivaiif, yakni
Structured Finaricial Provuct, yang terdini dart 3 transaksi Forwend
with Knock Out, § transgkst Terge! Redemption Forward, 4 transaksi
Cancelluble Forward, dan | transskst dmerican Knock Out,

Selurah transaksi Srruchired Financial Product ini dipromosikan
sebagai produk Hndung oilai.

Bank Dgnamon dan EKN juga menandatanpani perjanjian Crosy
Currency Swap pada Desember 2007, yang direvisi pada 10 April 2008,
Kerugian bersih langsung yang dialami EKN sehubungan dengan
transaksi Structured Finoncial Product dsn Cross Currency Swap
adalah sebesar Rp 54 Miliar, belum termasuk biava penutopan sebesar
Rp 143 Miliar.

Menurut EKN, produk derivatif yaong ditawarkan oleb Bank Danaren

tidak sesuai dengan kebutuban EXN. Selain i, risiko atas produk derivatif

vang ditawarkan hanya dijelaskan oleh Bank Danamon secara sederhana,

artinya tidak ditenpkapi dengan penjelasan mengenai probabilitas keuntungan

dan kerugian secars memadai. EKN selaku nasabah dengan tingkat

vengetahuan tentang produk kevangan yang ferbatas terjebak membeli

produk derivatif Bank Danamon yang bersifat spekulatif, padahal EKN

membutuhkan produk derivatil untuk wjvan lindung ailal (hedging).

Akibatnya, EKN mengalam? kesulltan untuk memenuhi kewajiban karena

kerugian derivatif yang harus ditanggungnya.
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Dapat kita lihat dari contoh kasus tersebut bahwa kerugian yang
dislami oleh nasabah diskibatkan oleh ketidakinformatifan bank dalam
melakukan transaksi derivatif dengan pihak nasabah. Ini menandakan bahwa
informast memegang peranan yang sangat penting, karena tidak memadainya
informasi yang disampaikan kepada nasabah merupakan bentuk cacat produk
yang dikenal dengan cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas
informasi yang jelas dan benar mengenai produk derivatif dimaksudkan agar
nasabah dapat memperoleh gambaran yang benar tentang produk tersebut,
karena dengan informuasi yang dismmpaikan, nasabahk dapat memutuskan
produk derivatif mana yanp sesuai dengan kebutuhannya sehingga nasabah
dapat terhindar dari kerugian skibat kesalahan dalam pemiliban produk,

Advice given by seller to a buyer will fend to be a mixture of matters of
fact, matiers which are asserted to be foct, and matiers gf opinion. "
Informasi yang menjadi hak nasabah adalsh mengenai manfaat kegunaan
sera risiko atas penpgunaan produk derivatif tectentu, dan disampaikan
secara lisan dan fertulis yang dilakukan dengan mencantumkan informasi
tersebut pada kontrak.

informasi ini dapal memberikan dampak yang signifikan onhuk
meningkatkan efisiensi dart nasabah dalam memilih prodok derivatif tertentu
serta meningkatkan  kepercayaannya pada pihak bank sehingga akan
memberikan keunfungan bagi bank yang memenuhi kebutuhannya, karens

pada dasamya keterbukaan informasi dapat menegakkan corporate

B sibere markets move urexpeciedly, there woukd be o question as to whether or nof ihe

suetler merted that the product wondd provide cover for those particultr marker movemants,
Stmilprly, there would be the Issae as to whether or not the seller hod mude the buver aware that
those purticular risks were being token. There would then be @i issue as to the cluseness of the
porties” relgtionship and whether or vt the buyer wonld iend to depend or whether such aidvice
would be gxpreeted to be taken at ayw s fength in the market pr whether the buyer had been used to
relying compietely on the advics given to it by seller”” Alustair Hudson, op. oif., p. 295.
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governunce yang sechat dan beetujuan uniuk meningkatkan disiplin pasar
sehingoa menciptakan kepercayaan masyarakat pada denia perbankan,

Perlunya informasi yang bonar terhadap suatu produk karena salah sate
penyebab  teriadinys  kerugian  teshudap  nasabsh  adalah woadinws
misrepresentasi terhudap produk derivatif. Kerugian nasabah dalam kaitannya
dengan misrepresentasi banyak disebabkan karena umumnys pihak bask
hanya menonjolkan kelebihan dari suaty produk derivatif yang ditawarkan,
sebaliknya kelemahan produk tersebut ditutup-tutupi.

Penyampaian informasi atas suatu produk lebibh menuntut kehatian-
hatian bagi pihak bank sebapai pihak yang memiliki keahlian khusus, karena
apabila bank melakukan penyampaian informasi kepada nasabah dengan
maksud agar nasabah mengadakan kontrak dengannya, maka bank
herkewajiban  uniuk  berhati-hati secara layak bahwa informasi yang
disampaikannya adalah benar dan dapat dipercaya. Jika penyampaian
informasi dilakukan secara tidak berhati-hati maka bank bertanggury gugat

dalam memberikan ganti kerugian.™

Perlindungan Hukum Atas Dasar Hubungan Kepercavaan antars Nasabah
dan Bank

Praktik perbankan modem, secara khusus dalam hal transakst derivanf
yang melibatkan struktur vang sangat kompleks, telah menyebabkan bank
berpersn  sebagal  penasihat keuangan (advisor} bagi nassbah, yang
menciptakan hubungan kepercayaan {fiducia  relationship). Menurat
LAW.COM Dictionary, Fiduciary relationship memiliki pengertian ;'

Zahmaedi Miru dan Sutacman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakaris: RajaGrafindo

Porsads, 2004), him, $7.

¥ LAW.COM Dictionary, <http://dictionar aspselested=745&bold=>
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“where one person places complete confidence in another in regard to
a particular transaction or one's general affairs or business. The
relationship is not necessarily formally or legally established as in a
declaration of trust, but can be one of moral or personal responsibility,
due 10 the superior knowledge and training of ithe fiduciary as
compared lo the ong whase qffairs the fiduciary is handling.”
Jadi, bhubungan kepercayaan ini tidak sccara formil timbul karena
didekiarasikan, skan tetapi semata-mata bersifat tanggung jawab mori)
divebabkan karcna terbukanya akses atas informasi pada pihek vang
menerima kepercaysan, Fiduciary relationship ini pada gilitannya akan
menghusilkan suaiy fduciary duty terhadap bank ketika berurusan dengan
nasabahnya, Hubumgsn antars keduanya menjadi hubungan hukum yang
melebihi hubungan kontraloual,

“Where a fironcial institution is aoting as a trusiee jor a client, or as
an agerd of that olient, or as a partner of that client or s a divector of
a company for thai clierd, then @ will be in on express fiduciary
relationship In comnsction with that cliernt. That much is trite law. In
consequence the trustee will be liable to account 1o the client for any
loss which is connecied to any breach of trust which the trusiee
commits.”™

Walau demikian, tidak selalu transaksi yang dilakukan antara bank dan
nasabah menimbulkan hubungan fiducia. Hubungan fiducia timbul pada
kondisi:'?

1. where the bank induces business by agreeing io become ﬁ;zm?cial
advisor.
2. where the bank advises o cuslomer to enter inio a transaction.

R, where a bank has discretionary control of a customer's asseis.

* Alastalr Hudson, op. ¢f8, p. 307,
 thid., p. 308,
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Atas dasar hubungan tersebhut, bank memiliki kewajiban  uniuk
mengungkapkan selurub fakta material kepada nasabahnys (duty 10 disclose)
apabila bank memiliki pengetshuan yang mungkin sangst penting bagi
nasabah.

“In any situgiion, the seller will rely on materials generoted by its
economist and market anglysts in deciding the appropriute spread 1o
be built ivdo the pricing structure. The more complicated the product
and the less expert the buyer, the mare likely it is that the seller will
communicate some of this analysis to the buyer '

Pasal 4 ayat {1) PBI Transaksi Derivatif memberikan kewajiban kepada
bank untuk memberikan penjelasan secara lengkap kepada nasabah yang
akan melakukan fransaksi derivatif. Dan oleh karena dalam transaksi derivatif
tertentu kemungkinan rugi bagi salah satu pihak menjadi kemungkinan
untung bagi pihak lainnya, sering terjadi asymetric information antara bank
dan nasabahnya, di mana bank memiliki keunggulan komparstif
dibandingkan pasabahnya delam hal akses terhadap informasi, sesuai Pasal ¥
ayat {4), bank juga diwajibkan untuk memberikan laporan mingpuan
mengenai posisi fransaksi derivatif dan laporan khusus pada saat posisi
nasabah cukup membabayakan,

Dalam hubungan fiducia, terdapat ketidaksetaraan kedudukan karena
salah satu pihak dalam kontrak, yakni nasabah lemah dan terpantung,
sedangkan pibak bank memiliki kekuasaan atas pengetahuan dan informasi.
Nasabah fidak Jagi mampu untuk melindungi dirinya sendiri sehingga
memberikan kepercayasn kepada bank untuk melindungi dirinya. Dan oleh
karena bank telah menerima kepercayasn ini, maka apabila bank melanggar

dalam arti menyalahgunakan kekussaan yang ada padanya, dapat diminta

% 1hid., p. 304.
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pertanggunpgjawaban atas dasar kerugian karena wanprestasi. Kewajiban

Siduciary duty bank terhadap nasabah, yaitu

®

duty of loyalty yang berarti bahwa bank harus bertindak wuntuk
kepentingan nasabsh sehingpa tidak dibenarkan apabila bank
mengorbankan  kepentingan  nasabah  dengan  mendahulukan
kepentingannya seadiri.

duty of care yang berarti bank melakukan kewajibannys dengan kehati-
hatian dan penub tanggung jawab untuk kepentingan terbaik nasabah.
duty to disclosure yang berarti bank harus memberikan segala informasi
vang berkaitan dengan transaksi yang dilekukan dengan nasabah.

duty o ot in good faith vang berartt bank harus meagutamakan
kepentingan nasabah serta tidak memanfastkan kedudukannya schagai
pihak dengan posisi tawar yang kust dan sckaligus penerima fidecia
untuk memperoleh mantaat dari kelemahan nasabah secara tidak adit.

Dalarn berbagai media, diberitakan bahwa transaksi derivatif telah

membawa banyak kerugian bagi nasabah, Kasus Tie Wen Koei dan Delima

Hasri Azahari vs Citihank merupakan contoh betapa transaksi derivatil vang

dilakukan tanpa kehati-hatian pihak bank sebagal penerima fiducia semakin

“menghitamkan’™ pama transaksi derivatif

Pada Junt 2007 Tio Wen Koel membeli produk derivatif terbitan bank

investasi Lehman Brothers. Produk berlabel "Lehman Brothers 4.75 years

USD Ong Shot Auto-call Principal Protected Note Series 1" itu dibeli dengan

nifai investasi sebesar US$100.000 dart Citibank. Saat itu Tio Wen Koei

ditawart oleh petugas relafionssip manager Citibank untuk sebatknya

mengoptimalkan tmbungannya di Citihank dalam bentuk invesiasi,
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Alasan Tio Wen Koei membeli produk tersebut adalah bahwa petugas
relationship marvager Citibank pada sazt itu memberikan jaminan bahwa
investasi tersebut sepenuhnya aman, sehingga, kalaupun tidak untung, modal
yang diinvestasikan oleh Tio Wen Koei tetap akan kembali. Karyawan bank
ity sama sekali tidak menerangkan bahwa produk yang dibeli itu sehenamya
produk derivatif denpan lingkat risiko ¥inggi. Namun, aps days sciring
bangkrutnya Lehman Brothers, pihak Citibank kemudian member! tahu Tio
Wen Koel balwa dana investasinya tesancam lenyap.'’

Serupa dengan Tio Wen Koei, Delima Hasri Azahari jugs mengikuti
program investasi semilai USD 30.000 di Lchman Brothers nofes yang
ditawarkan olch Citibank dengan alagan pada saat penawaran produk ia
diyakinkan bahwa produk Investasi terschbut terproteksi, disamping karena
adanya nama besar Citibank. Hinggs sebulan sebelum Lehman Brothers
bangkrot, Delima Hasri Azahari terus berkomunikasi dengan pihak Citibank,
tetapi Citibank selalu mengatakan babwa posisi investasinya masih aman dan
menyarankan untuk tetap bertahan. Petugasnya waktu itu mengatakan bahwa
seburuk apa pun kondisi pasarnya nilai investasi tidak akan berubah'®

Akan tetapi, satu per satu, Tic Wen Koei dan Delima Hasri Azahari
diundang oleh Citibank untuk mendapat pemberitahuan bahwa dana investasi
mereka terancam hilang karena Lehman Brothers dinyatakan bangkrut, Pihak
Citibank menegaskan produk investasi tersebut bukanlah diterbitkan oleh
Citibank, melainkan oleh Lehman Brothers, sehingga segala tanggung jawab
pengembalian investasi ada pada perusahaan investasi asal Amerika Serikat

tersetut, '?

H “Kor‘ban korhan Produk Dmvanf” {hf:tp.ff w-a:_tae‘komms o id/index pholontion=

Universitas indonasgia

Perlindungan Hukum..., Danny Prameswari, FH Ul, 2009



46

Menurst pendapat para korban dalam kedua kasus di afas, pilihan
berinvestasi dengan produk decivatif dipilih terutama dengan alasan pada saat
penawaran mereka divakinkan oleh Citibank bahwa produk investast tersebut
merupakan produk investasi yang aman. Dengan adanya pernyaiaan aman
oleh Citibank tersebut mengindikasikan bahwa Citibank tidak memberikan
suatu sfafement yang jelas dan benar mengenai sifat dari produk derivatif
yang mercka tawarkan, Citibank tidak menginformasikan kepada nasabahrya
bahwa produk derivatif yang ditawarkan dapat pula mendatangkan risiko
kerugian bagi nasabah. Terlebih, Citibgnk telah memberikan informasi yang
tidak jujur ketika lehman Brothers akan bangkrut den investasi tersebut
secara pastl akan mendatangkan kerugian bagi nasabah,

Citibank scbagai pihak penerima fiducia dalam hubungen kepercayaan
antara bank dan nasabah telah memberikan kepada nasabah apa yang disebut
sehagal dishonest assistonce. Scbagai pihak yang dipercayekan oleh nasabah,
bank memiliki tangguog jawab mordl tidak saje ontuk mendampingt nasabah
namun jugs meniadi guide bagi nasabsh dalam beriransaksi dengan pihak
bank. Dishonest assistonce yang dilakukan oleh Citibank merupakan
pelangearan terhadap fiduciary duiy dan telah serta mieria menimbulkan
kerugian bagi nasabsh, Dikatskan demikian, yains jika :

Ya person dishonestly assists another in breach of fiduciary duty, that
dishonest assistent seill bz personally liable ta account 1o beneficiory
of that duty Jor the value lost io the trust or other fiduciary

relationship.™

Pelanggaran terhadap fiduciary duty, sebagaimana pelanggaran-

pelanggaran hukum lainnya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan

DA tastair Hudson, ap. eit,, p. 296.
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untuk das atas namanys melakukan gugatan terhadap pihak  yang
menerbitkan  kerugian lersebul, Dalam hal Ciibank  telah  melakukan
pelanggaran terhadap fiduciory duly-nva, maka Citibank bertanggung jawab
terhadap kerugian yang diderita olch nasabah,

Pelanpgaran terhadap Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (4) PBI
No.7/31/PBI/200S tentang Transaksi Derivatif dapat menyebabkan Bank
vang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi administratif. Pengenaan
sanksi  administratif  seperti  dinyatakan dalam  Pasal 11 P8I
Wo.10/38/PBI2008  tentang Perubszhan atas No.7B31/PBUZ005 tentang
Transaksi Derivatif sesuai denpan wewenang yang dimiliki Baok Indonesia
sebapai pembina dan pengawas bank untuk memberikan sanksi yang terbatas

pada sanksi administratif terhadap bank yang melanggar ketentuan perbankan,

Namun, apabila dilihat secara lebih mendalam, implikasi pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (4) dalam PBI
No.7/31/PBK2005 tentang Transaksi Derivatif dapat berakibat cukup seriug
dan tidak semata-mata sanksi admioistratif torhadap bank. Sanksi tersebut
meliputi hal-hal schagai berikut:™
1. Pelangparan atas Pasal 4 ayat (1}, yakni jika bank lalat unituk

memberikan penjelasan kepada calon nasabah mengenai risiko yang
mungkin timbul dari Iransaksi derivatif, bank dapat dinvatakan telah
melakukan misrepresemiation (penipwan) dan pihak yang dirugikan
dapat meminta pembatalan perjanjian.

Yang dimaksud dengan penipuan dalam suatu kontrak adslah
sustu tipy muaslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sehingpa
menyebabkan pihak laia dalam kontrak tersebut telah menandatangani
kontrak tersebut, padshal tanpa tipu muslihat tersebut, pihak lain itu

*ian Bdiana Rae, op. cif., him. 219220,
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tidak akan menandatangani kontrak yang bersangkutan (Pasal 1328
KUH Perdata).

Semua jenis penipuan dapat menyebabkan dibatalkannya suatu
kontrak dengan alasan tidak sempurnanya unsur kesepakatan kehendak
berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Hanya saja dari segi pembuktian,
menurut Pasal 1328 KUH Perdata, svatu penipuan tidak boleh
dipersangkakan, melainkan harus benar-benar dibuktikan sebagaimana
mestinya.

Di negara-negara yang menganut sistem common law, pihak yang
ditipu berhak mendapatkan ganti rugi selain pembatalan kontrak sebagai
akibat tindakan penipuan itu.22

“A claimant is entitled either to rescission or to damages in the
event that a fraudulent or a negligent misrepresentation has been
made which has induced the claimant into entering inio the
contract. Damages are available under stalute for fraudulent or
negligent misrepresentation and also al common law for negligent
misrepresentation.”

Selanjutnya, serupa dengan maksud Pasal 1328 KUH Perdata, dikatakan
juga bahwa:

“To prove that a misrepresentation is fraudulent, the claimant must

demonstrate that the defendant did not have an honest belief in the

represeniation. Not having an honest belief does not necessarily T
mean that there must have been active deceit but rather that the

maker of the representation have merely suspecied the falsity of the

representation or have been reckless as to whether or not it were

correct.”

Di Indonesia, terhadap pelanggaran berupa penipuan tersebut,
terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat dimintakan

*Alastair Hudson, op. cit., p. 291.
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pembatalan terhadap kontrak yang bersanpkutan. Syarat-syarat dimaksud,

ya'ziu:23

a} Penipuan harus mengenai fakta
Apar suaty kontrak dapat dibatalkan karenz slasan tidak
tercapainya kescpakatan karena adanya penipuan, maka penipuan
tersebut haruslah mengenai fakta, Jadi ada fakia yang tidak benar
dari yang ada dalam kenyataan,

bt Penipuan harus terhadap fakia substansial
Tipu muslihat yang dimaksud dalam Pasal i328 KUH Perdata
haruskah merupakan fakts vang substansial,

¢} Pihsk yang dirugikan berpegang pada fakia yang ditipu tersebut
Seperti telah dischutkan bahwa penipuan dalam sustu kondrak
merupakan  tipu muslihbat vasg mengakibatkan pihak fain
menandaiangani kontrak, padshal tanpa tipu muslihat tersebut
pitizk lain Hu tidak aksn menandatangani kontek  yang
bersangkutan, Jadi, pihak vyang dirugikan tersebt memang
berpegang pada fakta yang tidak benar tersebut.

d}  Penipuan termasuk juga non-disclosure
Suatu penipuan selain berupa pernyataan yang isinya tidak benar,
dapat juga berupa hanya “merahasiakan” (non-disclosure) terhadap
informasi yang substansial.

&) Perdpuan termasuk juga halftruth
Suaty penipuan dalam kontrak dapat juga terjadi manakal suaiu
fakia dibuka sebugian, sementara yang sebagian lagi fetap
dirahasigkan schingpe menimbulkan kesan vang menyesatkan
{mislenading}.

“sunir Faady, op. oit., him. 39,
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£} Penipuan termasuk juga dalam bentuk tindakan {positive aotion)

Susty pentipuan dagat jugs terjadi tanpa permnyatasn apapun dard

pthak vang melakukan penipusn tetapi hanya melakukan tindakan

tertentu saja.

(veh karenanya, dalam praktik, bank harus berhati-hati dengan
bukan saja memberikan penjelasan mengenat fakia-fakta secara akurat,
melainkan juga harus memastikan bahwa tidak terdapat fakta-fakta
material atau fakta-fakta yang bersifat substansial yang dihilangkan,
karena:

A representaifon will be fraudulent where it was made

“lnowingly”, or without beligf in fis fruth, or recklessfy, careless ;
whether it be true or false. Thergjore, where someone has an ‘
harest belief in the statement that is made, there will ke no Hability

Jfor fraudulent misvepresamiation. "

2. Pelanggaran Pasal 9 avat {4), vakni jika bank lzlai untuk memberikan
laporan mingguan mengenal posist jransaksi derivatif dan laporan
khusus pada saat posisi nasabah cukup membahayskan, bank dapat
dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan pihak yang dirugikan dapat
mersints ganti rogi.

Tindakan kelalaian tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi
karena pemberian laporan mingguan mengenai posisi transaksi derivatif
dan laporan khusus pada saat posisi nasabah cukup membahayakan
merepaksn salah sato kewajiban bank kepada nasabah yang tercantum di
dalam Z-:cntrék derivatif, Pasal 4 ayat {4} huruf £ PBI Transaksi Derivatif
menyebutkan bahwa “Kontrak scbagaimana dimaksued dalam ayat (3)
wajib mencakup pencalstan atas posisi laba atau rupl®. Artinya,

pencatatan atas posisi laba atay rugi memang menjadi salsh satu klausul

M atastair Hudson, foe., oit,
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vang tercantum dalam kontrak derivatif, yang menimbulkan Kewajiban
bagi pihak bank untuk memberikan laporan mingguan mengenai posisi
transaksi derivalif tersebut kepada nasabah, sehingga apabila bank tidak
melakukan kewajibannya tersebut bank secara hukum dapat dinyatakan
telab metakukan wanprestasi atas kontrak yang bersangkutar.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa semua
pecianjian yang dibuat secara sah beriaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya, oleh karena ifu sudah selayaknya Bark dan
nasabah selaka para pihak di dalam transaksi derivatif terikat dengan
kiausula yang ada di dalam perianjian fersebut, dan terhadap wanprestasi
dari salah satu pthaknya, maka pihak tersebut harus berfanggung jawsb.
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BAB IV

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
DALAM TRANSAKSI DERIVATIF

A. Perlindungan Nasabab Dalam Pilar Arsitekiur Perbankan Indonesia
Sagt ini industri perbankan Indonesia telah memiliki Arsitektur
Perbankan Indonesia (AP} yang merupakan biwe primt mengenal arah dan
tatanan perbankan nasional ke depan. Dikatakan blue print karena AP bukan
hanys mempakan suatu policy recommendation bagi industri perbankan
nasional delam menghadapt segala perubahan yang ferjadi pada masa
mendatang, tetapi juga merupakan poficy direction mengenai arah yang harus
ditempuh oleh perbankan dalam kurun wakiu yang cukup panjang. .
Melihat visi APl dan berbagai langkah kegiatan vang baros %
diimplementasikan oleh perbankan nasional, tumbuh harapan bahwa 000
fundamental perbankan dapat kuat terbangun. Sebab, pada dasamya
arsitekiur perbankan nasional dapat berfungsi schagai alat untuk perubahan.
perubahan industri perbankan ke depan (as a fool of banking enginzering),
yang berarti arsitcktur perbankan akan menjadi benchmark ataupun sasaran
vang akan dituju oleh perbankan nasiopal. Dengan menjadikan arsitektur
perbankan as a ool of banking engineering, diharapkan indusiri perbankan
nastonat akan mengetahui bagaimana bentuk dan wujud perbankan ke depan,
baik dari sisi regolasi, pengawasan, struktur kelembagaan, dan sebagainya.*®
Dengan adanya APl memungkinkan kita untuk memiliki industri
perbankan yang kuat dalam jangka panjang sehingga infernal maupun
external shock yang datang secara tiba-tiba, seperti krisis moneter tahun 1997

dapat dicegah ataupun diatasi dengan baik. Bank-bank diharapkan akan

LR, Doeng Naja, op. i1, him. 1514,
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memiliki fundamental yang kuat dalam jangka panjang sehingga perbankan
nasional tidak hanya mampu beroperasi di pasar domestik saja.

Untuk mencapai visi tersebut diperlukan kerja keras serta berbagati
program dan kegiatan pendukung. Oleh sebab itu, tahap-tahap pencapaiannya
harus dilakukan secara bertahap dan dalam jangka waktu yang cukup panjang.
Program kegiatan untuk mencapai visi tersebut dilakukan secara
komprehensif dan menyeluruh, terdiri dari 19 inistatif kegiatan yang
kemudian dikelompokkan menjadi 6 pilar APl. Adapun visi dan 6 pilar AP}
adalah sebagai berikut :

1. Visi API

Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang oleh

API dilandasi oleh misi “mencapai suatu sistem perbankan yang sehat,

kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan keuangan dalam rangka

membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional”.
2. Pilar API

Guna mempermudah pencapaian visi APl tersebut, maka ditetapkan

beberapa sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

a. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu
memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan
ekonomi sosial yang berkesinambungan.

. Menciptakan standar pengaturan dan pengawasan bank yang efektif
dan mengacu pada standar intemasional.

¢. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing
vang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.

d. Menciptakan good corporate governance dalam rangka

memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
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2. Mewujudkan infrastruktur vyang lengkap untuk  mendokung
terciptanya industri perbankan yang sehat.

£. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan Kkonsumen jasa
perbankan,

Jika selama int Bank Indonesia selalu berpijak pada UU Ne. 7 Tahun
1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998
dan UU No. 23 Tahm 1999 teniang Bank Indonesia sebagaimana diubah
dengan UU No. 3 Tahun 2004 dalam pengaturan aspek kehati-hatian bank,
maka denpan telah berlaku efeldifmya UU Perlindungan Konsumen sejak
tahun 2001 aspek pengaturen perbankan pun harus diperluas denpan aspek
perlindungan dan pemberdayaan nasabah sebsgai konsumen pengguna jasa ’
bank. Apsbila dilihat dari masa berlaku efektifnya UU Perlindungan
Konsumen, maka sepintas terlihat bahwa Bank Indonesia kurang merespons
pemberlakuan undang-undang tersebut, Namun demikian hal ini bukan
berarti perlindungan dan pemberdayaan nasabah tidak diperhatikan oleh
Bank Indonesia.”’

Pada sato sisi, UU Perlindungan Konsumen tersebut diberlakukan pada
saai Bank Indonesia sedang berupaya keras untuk melakukan perbaikan- -
perbaikan pads sistem perbankan, termasuk didalamnya rekapitalisasi
perbankan dan penyempurnaan berbagei ketentuan yang menyangkut aspek
kehati-hatian, Sementara it pada sisi lainnya Bank Indonesia sciak awal
tahun 2002 mulai menyusun cetak bira sistem perhankan nasional yang salfah
satu  aspek didalamnys tercakup upaya untuk melindungt  dan
memberdayakan nasebah. Upava ini kemwudian berlaniut dan ditsangkan

“pdiaman D. Halsd, “Perlindungan dan Pemberdaysen Nasabsh Bank Delam Arsitekuur
Porbanken Indonests”, {Mokeleh disampsikan pads diskusi Badan Periindungen Konsumen
Mastonal, Jakarts, 16 Juni 2008} hm. 2-3,
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mergadi Pilar ke VI dalam APD yang mencakup empat aspek, yaitu
mekanisme pengaduan nasabah, pembentukan lembaga mediasi independen,
wansparansi nformasi produk, dan edukasi nasabah, Keempat aspek tersebut
dituangkan ke dalam empat program API, yaitm
1. Penyusunan standar mekanisme pengadoan nasabah
2. Pembentukan lembaga mediasi perbankan independen
3. Penyusunan stander transparansi informasi produk
4. Peningkatan edukasi untuk nasabah

Keempat program di atas saling terkait satu sama kin dan secara
bersama-sama akan dapat meningkatkan periindungan dan pemberdayaan
hak-hak nasabah. Secarn ideal, implementasi program-program di atas
secharusnya dimulat dengan wmemberikan edukasi kepada masyarakat
mengenal kegiatan usaha dan prodek-produk keuangan dan perbankan.
Edukast ini selain untuk memperloas wawasan masyarakat mengenai industr
perbankan juga ditujukas untuk mendorong poningkatan taref  hidup
masyarakat melalyi pengenalan perencansan keuangan, Langkah selanjutnya
seteleh edukasi adalah dilaksanakasmya transparensi mengenai karakteristik
produk-prodok keuvangan dan perbaakan. Transparanst ini penting dilakukan
agar masyarakat yang berkeinginan unfuk  menjadi  npasabah  bank
mendepatkan informasi vaog cukup memadat mengenai manfaat, risiko, dan
biaya-blaya yang terkait dengan suatu produk ferientu sehingga kepuiusan
untuk memanfaatkan produk tersebut sudah melalul pertimbangan yang
matang dan sesuai dengan kebutuhan ealon nasabah >

Tidak kalah pentingnya dalam upays peningkafan dan pemberdayaan
nasabah ini adalah keberadaan infrastruktur di bank untuk menangani dan
menyelesaikan berbagai keluhan dan pengaduan nasabah. Dalam hal ini, bank

®roid, him. 4.
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harys merespons sctiap kelohan dan pengaduan vang disjukan nasabah,
khususnya yang terkait dengan ansaksi keuangan yang dilakukan nasabah
melatui bank tersebut, Untuk menghindari berlarut-larutnya  pesanganan
pengaduan nasabah, diperfukan standar wakiu yang jelas dan berlaku secara
v i sefiap bank dalam menyelesaikan setiap pengaduan nasabah.
Standar waktu inf harus ditentukan sedemikian rups sehingga dapat dipenuhi
dengan baik ofeh bank dan tidak menimbulkan kesan bahwa pengaduan tidak
ditangani dengan semestinys oleh bank.

Apabila nasabah tidak peas dengan hasil penyelesaian pengaduzn yang
dilakukan bank, maka perlu pula disediakan media yang dapat menampung
penyelesatan sengketa antara nasabah dengan bank. Mengingat sebagian
besar nasabah bank adalah nasabah kecil, maka media penyelesaian sengketa
nasabah dengan bank haruslah dapat memenuhi unsur sederhana, murah, dan
cepat. Sederhana dalam arti proses penyelesaian sengketa dilaksanskan fanpa
melalui proses yang berkepanjangan, marah dalam arti tidak menimbullan
behan tambahan vang memberatkan nasabah, dan cepat dalam end
penvelesaian sengketa dilaksanakan dalam jangka wakbu relatif singkat.

Walaupun secara ideal program-program perlindungan perlindungan
dan pemberdayaan nasabah scharusnya dimulai dengan edukasi kepads
masvarakat, Bank Indonesia memasa perlo untuk memprioritaskan program.
program laiooya terlebih dahuly, vaitu penanganan pengaduan nasabah,
transparansi informasi produk perbankan, dan pembentukan lembaga mediasi
perbankan independen. Prioritas pada program-program  tertentu  ind
dilatarbelakangt oleh adanys kebutuban untuk segera memberikan
perlindungan kepada nasabah bank terkait dengan cukup maraknya

pengaduan-pengaduan nasabah yang dimuat dalam berbagai media massa.®

bid,
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Impiementasi Program Perlindungan Nasabah Terkait Dengan
Transparansi Informasi Produk Perbankan

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan, sering kali hak-hak
nasabah tidak dapat terlaksana dengan baik. Pematuran hukom vang
memberikan perlindungan bagi nasabah selaku konsumen tidak hanya
melafui UUPK, akan tetapi lebih spesifik lagl pada persturan perundang-
undangan di bidang perbankan. Karenz bank merupakan lembaga keuangan
yang melakukan kegiatan ussha dengan menarik dans langsung dar
masyarskat, maka dalam melaksanskan aktivitasnya bank harus
melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan bank, yaitu prinsip kepercayasn
ffiduciary principle), prinsip kehati-hatian (pradestial principle), prinsip
kerahasiaan {confidenticl principle), dan prinsip mengenal nasabah (know
vour cugiomer pruciple). Kepercayaan merupakan inti dari perbankan
schingga scbuah bank harus mampu menjegs kepercaysan dari para
nasababnya. Hukem schagai alat rekavesa sosial (Jaw as g ol of social
engineering) terlihet aktualisasinya di sini. Di tataren undang-undang
maupun PBI terdapat pengaluran dalam rangka unstuk menjaga kepercayaan
masyarakat kepada perbankan dan sekalipus dapat memberikan pertindungan
hukusm kepada nasabah,*

Dafam menjalenkan fungsinya scbagal regulator, hukum memberikan
perlindungan kepada para pihak dalam dalam bentuk kewenanpan Bank
Indonesia yang salah satunyz adalah menetapkan peraturan dalam bidang
perbankan (right to regulnie), khususnya dalam hal periindungan terhadap
nasabah, yaifu Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBL2005 iemtang

“¢1.R. Daeng Nuju, op, cir., him.9.
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Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabsh
{PBI Transparansi Informasi),

Pererbitan PBI No 7/6/PBI200S tanggal 20 Jaruarl 2085 tentang
Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
{PBI Transparansi Informasi Produk Bank) merupakan realisasi dari upaya
Bank Indonesia untuk menvelaraskan kegiatan usaha perbankan dengan
amanat UU Perlindungan Konsumen yang mewajibkan adanya kesetaraan
hubungan antara pelsku  usaha (bank} dengan konsumen (nasabah).
Penerbitan ketentuan tersebut tentunya akan dapat membawa dimensi baru
dalam pengaturan perbankan dengan diperhatikannya pula kepentingan
nasasbal secara eksplisit sehagai aspek penting yang turut mempengaruhi
perkembangan perbankan nasional ke depan.

Dalam PBI Transpatansi Informasi Produk Bank diatur ketentuan yang
mewaiibkan . bank untuk senantiasa memberikan informssi yang cukup
kepada nasabah tmauspun ealon nassbah mengenai produk-produk yang
ditawarkan bank, baik produk yang diterbitkan oleh bank itu sendiri maupun
produk lembaga kevangan laia yang dipasarkan melalui bank. PBI ini
mempersyaratkan bahwa informasi yang disediakan untuk nasabah harusleh
memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, antara lain menpungkapkan
secara berimbang manfaat, risiko, dan biaya-biaya vang melekat pada suatu
produk. Selain itu, dalams P8} diatas distur pula bahwa penyampaian
informasi harus dilakuvkan dengan memenuhi standar terientu, antara fain
harus dapat dibaca secara jelas, tidak menyesatkan, dan mudah dimengerti,

Dari perspektif regulator, penerbitan PRI Transparansi Informasi
Produk Bank bertujusn tidak hanys uatuk melindungi dan memberdayakan
nasabah, tetapi juga vntuk meningkatkan aspek good governmice pada
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bank.®' Dari sisi perlindungan dan pemberdayaan nasabah, implementasi
efektif dari PBI tersebut akan dapat meningkatkan pemahaman nasabah
mengenai statu produk sehingga nasabah akan memiliki bekal yang cukup
untuk memutuskan apakah produk bank yang akan dimanfaatkannya sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan keuangannya. Agar informasi yang
diterima oleh nasabah tidak simpang siur dan terdapat kejelasan mengenai
karakteristik produk bank yang sebenamya, maka pemberian informasi
tersebut diarahkan untuk memenuhi kriteria tertentu dan terstandarisasi. Oleh
karena itu, diperlukan pengaturan yang secara spesifik dapat mengarahkan
pemberian informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh.

Pada sisi lain, penerapan PBI Transparansi [nformasi Produk Bank
secara konsisten dan efektif juga akan membawa manfaat pada bank berupa
peningkatan good governance karena mekanisme dan tatacara penggunaan
produk, termasuk hak dan kewajiban nasabah dan bank, wajib diungkapkan
secara transparan dalam pemberian informasi produk bank kepada nasabah
sehingga secara tidak langsung akan dapat mengurangi penyimpangan dalam
kegiatan operasional bank.

Dalam konteks tersebut, berdasarkan Transparansi Informasi Produk
Bank, bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai produk bank
dan penggunaan data pribadi nasabah. Direksi bank bertanggung jawab atas
pelaksanaan kebijakan dan prosedur transparansi informasi mengenai produk
bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

Bank juga wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa

Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap produk bank.

Selain wajib disampaikan kepada nasabah secara tertulis dan atau lisan,

¢'Muliaman D. Hadad, op. cit., him. 6.
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informasi vang diberikan oleh bank tidak boleb merupakan informasi yang
menyesatkan (nislead) dan ataw tidak etis (misconduct).

Bank memberikan informasi yang akurat dan sebenar-benarnya
mengenai produk bank vang akan dimanfsatkan nasabah dengan memenchi
etika penyampaian informasi yang berlakuy umum. Pemberian informasi
dianggap menyesatkan (mislead) apabila bank memberikan informasi yang
tidak sesuai dengan fakia, sementara pemberian informasi disnggap tidak etis
{misconduct) antara lain apabila memberikan penilaian negatif terhadap
produk bank lain.

Informasi mengenai karakteristtk produk bank sekurang-kurangnya
meliputi nama produk, jenis, manfaat dan risiko yang melekat, persyaratan
dan tata cara pengpunaan produk, biaya-biaya yvang melekat pada produk,
perhitungan bunge atau bagi hasil dan margin keuntungan, jangka wakiu
berlakunya produk bank dan penerbif produk bank.

Bank wajib memberitahukan kepada setiap nasabah yang sedang
memanfaatkan produk bank paling lembat tujuh hari kerja sebelum
herlakunya perubahan, penambahan dan atan pengurangan pada karakteristik
produk bank.

Bank dilarang mencantumkan informasi dan atau keterangan mengenai
karakteristik produk bank yang letak dan atau bentuknya sulit terlibat dan
atay tidak dapar dibaca secara jelas dan atan yang penguagkapannya sulit
dimengerti.

PBI memang hanya mengatur persyarstan minimal vang  harus
diterapkan bank. Persyaratan vang lebih rinci diserabkan kepada masing-
masing bank. Ketentuan rinci temtang produk yang ditawarkan dapat
membantu nasabah menilai apakah mereka telah dirugikan pada waktu

mengkonsumsi produk tersebut, Apabila nassbali menilai dirinya twelah

Univargitas indonesia

Perlindungan Hukum..., Danny Prameswari, FH Ul, 2009



6!

dirugikan maka nasabah dapat menggunakan haknya wimtuk meminta ganti
mgif”"

Secara  umum, ketentvan-ketentuan  tersebul  memang  telah
mengakomodir asas perlindungan konsumen, yaltu bak atas informasi.
Masyarakat berharap PBl Transparansi Informasi Produk Bank ini dapat
meningkatkan posisi tawar nasabah dalam bertransaksi dengan bank. Namun
demikian, harapan masyarakat terscbut belum dapat tercapai sebab dalam
prakteknya, kepentingan nasabah transaksi derivatif belum terlindungi secara
utish. Hingga saat ini transaksi derivatif yang dilskukan antara bank dan
nasabah masih membawa kerugian bagi banvak nasabah dikarenakan
kurangnya kepatuban bank terhadap regulasi vang mengstur mengeoal
transparansi produk bank ini. Saat inj cukup banyak produk derivatif yang
tidak mengikuii standar dan hanya dibuat berdasarkan kesepakatan bank dan
nasabahnya, bank kerap tidak jujur dengan tidsk memberikan skses informasi
yang seluas-luasnya kepada nasabah yang menggunakan produk derivatif,
Selain itu, bapk sering bertindak fidak jujur dengan tidak melaporkan segala
sesuatunya kepada Bank Indonesia sehingga mengakibatkan Bank Indonesia
suit mengawasi seluruh produk derivatif yang diterbitkan bank %

Sungguhpun, kasus antars Bank Danamon versus EKN, kasus Tio Wen
Koei versas Citibank, serta kasus Delima Hasri Azahari versus Citibank,
tidek akan terjadi manakala bank dalam menjalani soatu fduciory
refationship dan dalam kedudukannya sebagai pihsk yang kunat menyadari
bahwa pihatriya memiliki kewajiban untuk tetsp menjags kepercayaan vang
diberikan oleh nasabah dengan cara memberikan perlindungan dan Aonest

assistance bagi nasabah,

® Zulkamnain Siompul, “Antisipesi Krisis Perbankan Jilid Dus: Sudah Siapkeh Pransta

Hukum Melindungi Nesabah Dan Memperkuat Indusiet Perbonban?™, Jurnaf Sukum Bisnis Vol 28
No. i Tednor 2009 50,

AL, fov. vit,
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ini telah membukiikan bahwa ketentuan sebaik apapun tidak akan
pemah cukup untuk melindungi nasabah jika tidak disertai dengan adanya
kepatuhan dan pengawasan dari lembaga yang berwenang melskukan
pengawasan, Padahal dengan adanya perlindungan bagi nasabah akan serta
merta meningkatkan kepercayaan nasabab pads pibak bank schingga akan
memberikan keuntungan bagi dunia perbankan di Indonesia.

Lalu bagaimana jika terjadi sengketa antara bank dan nasabah terkait
transaksi derivatif yang dilakukan oleh keduanya? PRI Transparansi
Informasi Produk Bank tidak mengatur secara khusus mengenai hal tersebut.
Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran informasi hanya sebatas sanksi
sdministralif yang diperuntukkan bagi pihek bask saja. UU Perlindungan
Konsumen memang telah memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada
konsumien, miszlnya dengan menerapkan prinsip praduga lalai 7 bersalzh
{presumption of regligence). Prinsip ini mengajerkan bahwa apabila pelaku
usaha tidak latai maka konsumen tidak rugi. Dengan kata Iain, jike konsumen
menderita kerugian maka pibak pelaku usaha pastilah telah lalai, Nasabah
bank dikategorikan sebagai konsumen olehk UU Perlindungan Konsumen
sehingga turut dilindungi oleh undang-sndang terscbut,

Terkait perbuatan yang dilarang bagi pelaku useha, sebagaimana diatur
oleh Pasal 10 UU Perlindungan Konsumen, ditcgaskan bahwa pelaku usaha
dalam menawarkan barang dan/atay  jasa  yang  ditwjukan  untuk
diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromaosikan, mengiklankan atau
membuat pernyataan yang Hidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau
tarif suatu barang dan/atau jasa; kegonaan suatu barang dan/stau jasa; kondisi,

tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suate barang dan/atau jasa;

SZutkarnaia Sitompul, op. oir., him. 49,
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tawaran potongan hargs atan hadiah menarik yang ditawarkan, dan bahaya
penggunaan barang danfatau jasa.

Sebagaimana  diketahui bahwz  informasi  produk mampu
mermpengaruhi keputusan konsumen untuk rembeli atau tidak suatu prodek.
Oleh karena itn, UU Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan
kepada konsumen dengan melarang pelaku ussha melakukan penawaran yang
tidak benar atan menyesatkan terkait spvatm produk. Informasi distas
sebenamya termasuk ada tidaknya cacat pada produk atau ada tidaknya
potensi yang membahayakan kensumen bila produk tersebut digunakan.
Babikan, setidak-tidaknya pelaku usaha memberikan peringatan pada produk
apabila dalam situasi atau keadaan terientu produk tersebut berpeluang untuk
merugikan konsumen. Di Indonesia cacat prodok didefinisikan sebagai
prodok yasg tidak dapat memenuhi tnjuzn pembuatasnya, baik karena
kesengajaan atan kealpaan dalam proses maupun disebabkan hal-hal lain
yang terjadi dalars peredaranmys, stau fidak menyediakan syarai-syarat
keamanan bagi konsamen atan harta benda mercka dalam
penggunaannya, sehagaimana diharapkan konsumen.”

Dengan demikian dapat disimpulkan produk disebut cacat bils produk
tersebut tidak aman dalam penggunaanmya, tidak memenuhi syarat-syarat
keamanan tertentu  sebagaimana vang  dibarapkan  orang  dengan
memperiimbangkan berbagal keadaan, terufams fentang Kepunsan vang
seharusnya dibarapkan dari produk sast produk ditawarkan,

Dalam  Kkasus-kasus transaksi  derivattf yang telsh  disinggung
schelumnya, bank sengaja  memanipulasi informasi ataw memberikan
informasi secara tidak lengkap sehingga merugikan nasabah. Kapagitas suatu
produk dapat saja merugikan nasabah yang discbabkan hanya karena adanya

Az Nasution, op. ¢ir., bim. 248,
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informast yang kurang lengkap untuk membantu mercka mengenal, apakah
produk tersebut telah memenuhi syarat keamanan, Kombinasi kemaiuan
metode komunikasi massa dan teknik pemasaran yang semakin rumit
mengakibatkan nasabah menjadi lebih bertanggung jawaeb atas klaim yang
menycsatkan,

Pentingnya nformasi yang akurat dan iengkap atas suatu produk
mestinya menyadarkan pelaku usaha untuk menghargai hak-hak konsumen,
memproduksi danfatan memperdagangkan produk vang berkualitzs, amsn
digunakan, serta mengikuti stapdar vang berlaku, Di sisi Jain nasabsh harus
pula menyadari hak-haknya sebapai seorang konsumen sehingga dapat
melakukan pengawasan sosial (socia! comirol) terhadap perbuatan dan
perilaku pelakn usaha dan pemerintah, karena bagaimanapun jugs pada
kenyataannya, nasabah pada magyarakat modern akan dihadapkan pada
persoalan ketidaksamaan posisi tawar. Dalam berbagai potenst perilaku
diatas, maka bank dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila karena
tidak lengkapnya informasi terhadap suatu produk vang temyata berbahaya
bagi nasabah. Hal ini dikenal dengan komsep tanggung jawsb produk
(product Hahili)®

Dalam UU Perlindungan Konsumen, pembuktian tentang ada atau
tidaknya kesaizhan pelaku usaha dibebankan kepada pelaku usaha. Berhasi!
tidaknya pelaku usaha membuktikan bersaluh tidaknya stas kerugian
konsumen, sangal menentukan bebas atau tidaknya pelaku ussha dari

tanggung gugat untuk membayar ganti kerugian kepada konsumen. Ini berarti

*Substansi bukam tenggung jowab produk veng menjadi dasar tunttsn ganti kerugian

konsumen dagel dibedakar stas tiga desar, yaitu tuniutan Rarena kelslslan {negfigence), funtuian
karena wanprestast (breack of warranly), den tuntutan bordasarkan teori lnggung jeweb mutlak
{strict product liakiliy). Inosentius Swnsol, Perfindungon Konsumen: Kemunghkings Penerapan

Tanggung Jawab Mutlak, {Jakarla: Program Pascasariana Fakuales Hukum Unjversizas Indonesia,
20440, hlm. 45,
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bahwa prinsip tanggung gugat yang dianut UU Perlindungan Konsumen
adalah prinsip tanggung pugat berdasarkan kesalahan dengan pembuktian
terbalik.

Berdasarkan prinsip tersebut, kedua belah pihak terlindungi, kerena
prinsip fersebut memberikan beban kepada smasing-masing pihak secara
proporsional, yaitu konsumen hanya membuktikan adanya kerugian yang
dislami karena menggunekan produk fertentu yang diperoleh dari pelaku
usaha, sedangkan pembuktian tentang ada atau tidaknya kesalahan pelaku
usalia yang menyebabkan kerugian konsumen dibebankan kepada pelaku
usaha,

Pembalikan beban pembuktian merupakan salah  satu bentuk
pemberdayaan  konsumen ierutama jika telah  terjadi kerupian akibat
penggunaan produk, karena sckalipun fanggung gugat yang diterapkan adalah
tanggung gugat berdasarkan kesalshan, namun pihak konsumen tidak lagi
dibebani untuk membuktikan kesalaban pelaku usaha, Hal ini berasti babwa
apabila pelsku usaha tidak mampu membuktikan kebersalahanmya, maka
dengan sendirinya bertanggung gugat uniek membayar ganti kerugian yang
ditimbulkan oleh produknya ¥

Diberikannya ruang penyelesaian sengketa di bidang komsumoen
merupakan kebijakan yang baik dalam upaya memberdayakan konsumen.
Upayas pemberdayaan konsumen merupakan bentuk kesadaran mengenal
karakteristik kbusus dunia konsumen, yakni adanya perbedaan kepentingan
yang tajam antara pihak yang berbeda posisi tawarnya.*®

Ditwkanya euang penyelesaian sengkets secara khusus oleh UU
Perfindungan Konsumen memberikan berbapai manfaat bagi berbagal

7 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op oil, Mm. 169,
N T, Sinhuan, Hukum Konsumen: Perlindurngan Konsumen dan Tanggung Jawab Produ;

(Jskarta: Pania Rei, 2005}, him, 202,
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kalangan, buken saja bagl konsumen tetapi iuga beg pelaku usahe, dan
bahkan bagi pemerintah. Manfaat-manfaat wersehut, yaitu:®
a.  Bagi Konsumen
- Mendapatkan panti rugi atas kerugian yang diderita.
~ Melindungi konsumen lain agar tidak mengalami kerugian yang
sama.
- Menumjukkan sikap kepada pelaku usaha babwa konsumen tidak
dapat dipermainkan.
b. Bagi Pelaku Usaha
- Pengadusn dapat dijadikan tolak ukur dan titik folak perbaikan mutu
produk / jasa dan memperbaiki kekurangan lain yang ada.
- Menghindari persaingan tidak sehat,
¢.  Bagi Pemerintah
~ Lebih mudah melskukan pengawasan dan kontrol terhedap barang /
jasa yang beredar di pasaran.
- Mengetahul adanya kelemahan penerapan peratiran atau standar
pemerintah,

- Merevisi berbagai standar yang ada.

Berdasarkan Ul Pedindungan Konsumen, peavelesaian seogketa

konsumen dapat dilakukan dengan menggunakan semua hokwm yang berlaku,

hukum yang diberlakukan itu adalah hukum umum yang berlaku untuk
peradilan umurn, denpan kewajiban pengadilan memperhatikan ketentuan
Pasal 45.

“lmam Baehagic Abdullah ef af Menggugat Hak Panduan Konsumen Bila Dirugiken,
Dilerbitkan atas Kerjasama Yayasan Lembagn Konsumen Indonesia dan The Pord Foundation,
1990, kim. i8.
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Penyelesaian sengketa dengan mengpunakan hukum acara yang
vmumnya berfake itu membawa padenyas segala keuntungan dan kerugian
bagi konsumen dalam proses perkaranya, antara lain tentang beban
pembuktian dan bigya pada pihak yang menggugat secara perdata atau
mengajskan tuntutan pidana. Keadaan int pada umumnys lebih berfungsi
raclemahkan dan tidak memberdayakan konsumen, karena membebankan
kesulitan pada mercka dalam membukiikan niat pelaku usaha, apakah sengaja
atau lalai atau tidak hati-hati dalarn menjalankan usahanya. )i samping itu,
proses perkara sengketa konsumen ini haros mengikuti perdata atau pidana
yang berlaku dengan segala konsckuensi, yaitu melampaul wakfu yang
panjang, pembebanan atas beban pembuktian dan biaya.

Sesuai UL} No30 Tahun [999 tentang Arbitrase dan Alernatif
Penyelesaian Sengketa, upaya penyelesaian senpketa antara nasabah dan
bank dapat dilakukan melalui neposiasi, konsiliasi, mediasi maupun arbitrase.
Namun demikisn, upaya sengketa melalui arbibuse juga fidak mudah
dilakukan bagi nasabah keeil mengingat hal tersebut memeriukan waktu dan
biaya yang tidak sedikit.

Penyelesaian sengketa lainnya adalzk melalui Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK). Terdapat 3 tata cara persidangan di BPSK
menurut Pasal 54 avat (4) UU Perlindungan Konsumen jo. Pasal 28 sampai
Pasal 36 Surat Keputusan Menperindag No.350/MPP/Kep/12/2001, yaitu:™®
1}  Persidangan dengan cara Konsiliasi

Cara konsiliasi ditempuh atas inisiatif salah satu pihok membawa

sengketa konsumen ke BPSK, ditangani oleh Majelis BPSK ysng

bersifat pasif, Prinsip tata cara penvelesaian sengketa konsumen dengan

vusuf Sholie, Penyelesatan Seagheta Konsumer Menurui Undang-Undang Perfindungan
Kornsumen (LDUPK): Feori dun Frakiek Penegakan Hukum, (Bendung: Citra Adicya Bakti, 2003),
him. 36-39.
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cara Konsiliast ada dua. Pertomo, proses penyelesalan sengkela
konsumen menyangkut bentuk maupun jumiah ganti rugi disershkan
sepenuhnya kepada para pihak, sedangkan Majelis BPSK bertindak
pasif sebagai komsiliator. Kedua, hasil musyawarah  konsumen

dikeluarkan dalam bentuk keputusan BPSK.

Persidangan dengan cara Mediasi

Cara mediasi ditempuh atas inisiafif salah satu pihak steuv para pihak.
Prinsip tata cara penyelssaian sengheta konswnen dengan cara mediasi
ada dus. Perfama, proses penyelesaian sengketa konsumen menyangkut
bentuk maupun jumlah ganti rugi diserabkan sepenuhnya kepada para
pihak, sedangkan Majelis BPSK bertindak aktif sebagai mediator
dengan mernberikan nasehat, petunjuk, saran serta upaya lain dalam
menyelesaikan sengketa. Keduo, hasil musyawarsh konsumen den
pelzku usaha dikeluarkan dalam bentuk keputusan BPSK.

Persidangan dengan cara Arbitrase

Pada persidangan dengan cara ini, para pthak menyerabkan sepenuhnya

kepada Majelis BPSK uotuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa

konsumen yang tepadi. Prinsip tala cars penyelessian songketn

konsumen dengan cara arbitrase dilakukan dengan dur persidangan.

Pertama, prinsip-prinsip pada persidangan pertama, vaib:

a. Kewsjiban Majelis BPSK memberikan petunjuk mengenai upaya
hukom bagi kedua belah pihak.

b. Kewajiban Maielis BPSK untuk mendamaikan kedua belah pihak,
dan dalam hal tercapai perdamaian, maka terhadap hasiloya wajib
dibuatkan penetapan perdamainn olch Majelis BPSKL
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¢. Pencabutan gugatan konsumen dilakukan sebelum pelaku usabha
memberikan jawaban, dituangkan dalam surat pernyataan, disertai
kewajiban Majelis BPSK mengumumkan pencabutan gugatan
tersebut dalam persidangan.

d. Kewajiban Majelis BPSK untuk memberikan kesempatan yang sama
bagi para pihak untuk mempelajari berkas yang berkaitan dengan
persidangan dan membuat kutipan seperlunya, serta pembacaan isi
gugatan konsumen dan surat jawaban pelaku usaha jika tidak
tercapai perdamaian.

Kedua, prinsip-prinsip pada persidangan kedua, yaitu:

a. Kewajiban Majelis BPSK untuk memberikan kesempatan terakhir
sampai persidangan kedua disertai kewajiban para pihak membawa
alat bukti yang diperlukan, bila salah satu pihak tidak hadir pada
persidangan pertama.

b. Persidangan kedua diadakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 hari
kerja sejak hari persidangan pertama.

c. Kewajiban Sekretariat BPSK untuk memberitahukan persidangan
kedua dengan surat panggilan kepada para pihak.

d. Pengabulan gugatan konsumen jika pelaku usaha tidak datang pada
persidangan kedua (verstex), dan sebaliknya gugatan digugurkan
Jjika konsumen tidak datang.

Lembaga penyelesaian di luar pengadilan yang dilaksanakan melalui
BPSK ini memang dikhususkan bagi konsumen perorangan yang memiliki
dan mengalami sengketa dengan pelaku usaha. Sifat penyelesaian sengketa
yang cepat dan murah, yang memang dibutuhkan oleh konsumen tampaknya
sudah cukup terakomodasi dalam UU Perlindungan Konsumen.
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BABYV
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Pada skhir penclitian  ini, penulis menarik  kesimpulan  dari

permasaiahan yang telah disajikan i bab-bab scbelumnya, yang antars fain

adalah sebagal berikut:

1.

Rerugian timbul dalam transaksi derivatif terutama disebabkan oleh
fakior kurangnya pengetahvan nasabah mengenai produk derivatif yang
ditawarkan. Hal itulah yang membuat periindungan hukum harus
diberikan kepada nasabah. Perlindungan hukum fersebut diberikan
karena secama faktual kedudukan antara para pihak seringkali tidak
seimbang. Nasabah selalu berada dalam posisi tawar yang lemab karena
memiliki kebergantungan informasi ferhadap pihak bank, nasabah tidak
mempunyai pitihan lain, kecvali mempercayal sepala informast yang
dibertkan oleh pihak bank. Terbukanys akses atas infhrmasi pada pilak
bank menimbulkan suaty hubungan kepercayaan (fiduciary refationship)
antara bank dan nasabah yang pada gilirannva meoghasilkan suatu
Siduciary duty. Bank memiliki kewajiban untuk mengungkapkan selurah
fakta material kepada masabahnya (duty fo disclose) upabila bank
memiliki pengetabpan yang mungkin sangat penting bagl nasabab.
Delam hal bank melakukan pelanggaran terhadap fiduciary duty-nya,
maka bank bertanggung jawab terhadap kerugian yang didenita oleh
nasabah.

DPalam menjalankan fungsinva sebagai regulator, hukum memberikan
perlindungan kepada pars pibak dalam dafam bentuk kewenangan Bank
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indonesia yang salah satuaya adaiah menetapkan peraturan dalam
bidang perbankan {right to regudeue), khususnya dalam hal perlindungan
terhadap nasabah, yaitu Peraturan Bank Indonesin No. 7/6/PRI2005
tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunsan Data
Pribadi WNasabah. PBI ini mewajibkan bank untuk senantiasa
memberikan informasi yang cukup kepada nassbah mavpun caion
nasabah mengenai produk-produk yang ditawarkan bank, baik produk
yang diterbitkcan oleh bank ity sendiri maupun produk lembaga kevangan
lain yang dipasarkan melalei bank. Implementasi efektif dari PBI
terscbut akan dapat meningkatkas pemahaman nasabah mengenai suatu
produk schingga nasabah akan memiliki bekal yang cukup untuk
memutuskan apakah produk bank, termasuk produk derivatif yang
dimanfaatkannya, sesuai  dengan kebutuhan dan  kemampuan
keuangamnya.

PBI No,7/6/PBI2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan
Penggunasn Data Pribadi Nasazbah bertujuan memaksa bank untuk
memberikan, perlindungan yang lebih kuat kepada nasabah dengan
menjamin hak-hak nasabah dalsm bertransakst dengan bank, Meskipan
ketentuan-ketentvan dalam PRI tersebut telah cokup mengakomodir asag
perlindungan konsumen, kepentingan nasabah transaksi derdvatif belum
terlindungt secara wiuh. Lemabnya pengawasan dan konirol vang
dilakukan oleh Bank Indonesia selaku lembags yang bertanggung jawab
uptuk mengawasi praktek perbankan di Indonesia menyebabkan
lemahnya kepatshan banyak bank terhadap ketentuan-ketentuan yang
diberikan dalam rangka mengatur pelsksanaan transaksi derivatif.

Universitas donasia

Perlindungan Hukum..., Danny Prameswari, FH Ul, 2009




72

B. Naran

Selain itu, penulis juga memberikan sumbangan saran yang kivanya

dapat bermanfaat bagi semua pilak yang terkait dengan penelitian ini.

Dalam upaya menghindari kerugian dalam menggunakan suatu produk
perbankan, nasabah diharapkan untuk tidak mudah tergiur dengan
maraknya penawaran berbagal produk investasi yang dilakukan oleh
petugas bank. Selain itu, nasabah diharapkan dapat menjadi lebib kritis
dengan bertindak Iebih teliti dan betul-betul memabami karskteristik
susty produk perbankan sebelum akhimya memutuskan mmtuk memilih
seriz menggunakan produk tersebat.

Keuntungan pastilzh menjadi tujuan setisap usaha bisnis. Tetapi
janganiah dilupakan bahwa disamping keuntungan schagai hak, setiap
orang secara timbal balik juga memiliki kewajiban yang sejalan dengan
halc tersehut. Bank sebagai pihak yang memperdagangkan produk
decivatif harus bertangpungiawab kepada nasabah atas produk derivatif
yang ditawarkannys. Hendaknya, di dalam menjalankan kegiatan
usahanya bank tidak semasta menitikberatkan pada keuntungan saja,
tetapi juga memperhatikan dan mengutarnakan kepentingan nasabab
yang menggunakan produknya.

Bank Indosesia harus lebibh meningkatkan pengawasan dan kentrol
tethadap produk derivatif yang diedarkan oleh bank-bank di Indonesia
sebapai usaha untuk meogetahui apakah bank telah menjalankan
usahanya sesuai dengan peraturan hukom yang berlaku, sekaligus untuk
mengetahui apakah ada kelemahan penerapan peraturan atao standar

yang telah ditetapkan scbelumnya,
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